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ABSTRAK

ASRIAYU MURSAL. Pelaksanaan Program Sistem Informasi
Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa Soreang Kabupaten
Takalar (dibimbing oleh Samsir Rahim dan Haerana).

Pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat
merupakan sebuah kegiatan untuk membangun pangkalan data dan informasi
pembangunan dalam rangka membantu peningkatan kinerja pembangunan dan
kemandirian masyarakat untuk menuntaskan dan mencari solusi pembangunan
yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui
sgjauh mana pelaksanaan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pihak para
pelaksana melalui program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat
Desa Soreang Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif
dengan tipe penelitian fenomenologis,informan penelitian berjumlah 9 orang
dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam
dan dokumentasi. Sementara analisis data secara kualitatif dilakukan secara
sistematis yakni redaksi data, penygjian data, verifikas dan kesimpulan.

Hasil penditian menunjukkan bahwa pelaksanaan program sistem
informasi pembangunan berbasis masyarakat sudah dapat direalisasikan dengan
baik, hanya sgja perlu ditingkatkan lagi dalam setigp tahapan program yang
dilakukan agar terbangun hubungan yang seimbang hal ini dilihat dari aspek
Sosidlisasi, Training of trainer, Pelatihan pendata, Pendataan, Pemrosesan data,
dan Rekonfirmas data dalam pelaksanaan program sistem informasi
pembangunan berbasis masyarakat adakalanya Faktor pendukung dalam
pelaksanaan program ini yaitu Peran pemerintah dan Dukungan masyarakat.
Sedangkan Faktor penghambat yaitu waktu, Anggaran pemerintah dan, Informasi
yang tidak valid.

Kata Kunci : Sstem, informasi, pembangunan, berbasis masyar akat
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait, sebagai sebuah
proses peningkatan kualitas hidup manusia, sementaraitu, kebijakan yang tertuju
pada kerangka kerja pembangunan, dapat memberikan pedoman-pedoman bagi
pengimplementasian tujuan pembangunan ke dalam berbagai program maupun

proyek. (Winarno,2012 : 22)

Dengan begitu sebagal suatu perubahan terencana dan berkel anjutan,pembang
unan pada dasarnya bertujuan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan
kualitas hidup manusia. Untuk dapat mencapa tujuan tersebut, maka
pembangunan perlu adanya implementasian ke dalam berbagai macam program
pembangunan yang dimana dapat secara langsung mnyentuh  masyarakat.
Pembangunan di perlukan cara-cara atau pedoman tindakan yang dapat terarah
mengenai hal ‘bagaimana’ meningkatkan kualitas hidup manusia. Suatu
perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi
maupun perencanaan pembangunan dapat dikatakan sebagal suatu kebijakan.

(Suharto, 2005:1)

Kebijakan di jalankan berupa program-program yang kemudian dijadikan
proyek-proyek, dan akhirya terbentuk pada kegiatan-kegiatan, baik itu dilakukan
pemerintah, masyarakat dan maupun kerjasama antar pemerintah dengan

masyarakat. Di dalam masyarakat, terdapat dua macam keadaan: (1) terdapat
1



kemiskinan sekaligus kesenjangan, dan atau (2) tidak terdapat kemiskinan akan
tetapi boleh jadi masih adanya kesenjangan. Upaya untuk menanggulangi
kemiskinan sangat kompleks dan sulit, serta upaya menanggulangi kemiskinan
sekaligus kesenjangan adalah jauh lebih kompleks dan lebih sulit lagi. ( Soetomo,

2006:12)

Perencanaan dan implementasi pembangunan setidaknya berisi usaha untuk
memberdayakan mereka agar mereka dapat mengakses pada sumber-sumber
ekonomi dan juga usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi
kemiskinan termasuk dibidang pendidikan karena masih banyak ditemukan
masyarakat yang tidak berpendidikan ataupun masyarakat yang putus sekolah.
Pembangunan pedesaan tidak hanya mencakup implementasi program
peningkatan kesejahteraan sosial akan tetapi melalui distribusi uang dan jasa
untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Lebih dari itu adalah sebuah upaya
dengan spektrum kegiatan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan segenap
anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak tergantung serta dapat
lepas dari berbagal ikatan struktural yang membuat hidup sengsara.  (Usman,

2004:25)

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk dapat memperbaiki dan
meningkatkan kualitas hidup manusia maupun peningkatan kesejahteraan dan
juga pembangunan setidaknya beisi usaha untuk memberdayakan masyarakat
desa dan mengakses pada sumber-sumber ekonomi serta menanggulangi

kemiskinan yang masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak bependidikan.



Sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat adalah sistem informasi
yang dapat dikembangkan melalui peningkatan Kinerja pembangunan
berdasarkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, implementas,
maupun dalam pelaporannya. Sistem informasi pembangunan berbasis
masyarakat dikembangkan guna memberikan peluang terhadap para penentu
kebijakan, pemangku kepentingan, dan anggota masyarakat untuk dapat
berpartisipasi menuntaskan dan mencari solusi permasalahan pembangunan di
daerahnya, yang meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan maupun
pembangunan  bidang-bidang lainnya. Sumber data dapat diperoleh dari
masyarakat setempat dengan keluarga beserta seluruh anggotanya sebagai unit
analisis. Perolehan data dikumpul dengan melibatkan mekanisme hirarki
kelembagaan dari satuan wilayah administratif yang paling rendah yakni
lembaga kemasyarakatan (RT-RW) sampai dengan lembaga formal
kepemerintahan (Kelurahan/Desa, K ecamatan, Kabupaten). Dengan begitu sistem
informasi pembangunan berbasis masyarakat dapat dikatakan sebagai pangkalan
data serta informasi pembangunan yang dikembangkan melalui partisipas
masyarakat. Namun kenyataan yang ada dilapangan atau di desa soreang
Kabupaten Takalar, kurangnya data mikro di desa tersebut untuk menentukan
prioritas program pembangunan, kurangnya pelibatan masyarakat dalam
menyelesaikan sendiri masalahnya. Dalam artian, masyarakat tersebut masih
kurang memperhatikan adanya data. Data tersebut meliputi adanya program
pembangunan pendidikan seperti berapa banyak anak yang tidak bersekolah,

mengapa mereka tidak bersekolah, penyebab/alasan mereka tidak bersekolah dan



sebagainya. Di bidang kesehatan seperti berapa banyak anak yang belum di
imunisasi, jumlah anak yang lahir hidup, dan sebagainya. Di bidang sosial
ekonomi seperti berapa banyak penyandang cacat menurut jenis kelamin, jenis
bantuan yang diperoleh oleh keluarga atau anggota keluarga dalam satu tahun
terakhir, dan sebagainya. Di bidang sanitas dan penerangan seperti fasilitas
kepemilikan jamban, sumber penerangan rumah dan sebagainya. Di bidang
perumahan seperti kepemilikan rumah, jenis dan luas atap rumah, dan
sebagainya. Di bidang kependudukan seperti jumlah nama keluarga dan anggota
keluarga menurut jenis kelamin, apa pekerjaan utama kepala keluarga dan
sebagainya. Dan juga masih kurangnya kejujuran masyarakat terkait dengan data
serta partisipasi dan kesadaran masyarakat akan data masih kurang sehingga data
hanya dianggap pelengkap. Dan selama ini sering terjadi sebuah dokumen
perencanaan yang buruk dan kurang menjawab permasalahan di masyarakat.
Salah satu penyebab dari hal ini adalah bahwa perencanaan tersebut disusun
dengan berbasis pada data yang tidak akurat. Dengan kata lain untuk
menghasilkan perencanaan yang baik harus berbasis pada data yang akurat.
Dalam hal ini bahwa akurasi data merupakan salah satu tantangan utama yang
dihadapi. Disamping itu, data yang dihasilkan dari system informasi
pembangunan berbasis masyarakat dapat di manfaat oleh masing-masing dinas

yang terkait dan desa.

Sistem informasi juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan berbasis
masyarakat yang menunjukkan posisi masyarakat yakni sebagal aktor atau

mangjer pembangunan dan melibatkan intervensi pihak lain seperti lembaga



swadaya masyarakat ataupun pemerintah. Sumbangan pembangunan berbasis
masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan yaitu masyarakat dapat
menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah berkenaan dengan program-program
yang dibutuhkan. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, dengan
pendekatan partisipatif ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah
faktor komponen masyarakat sendiri, faktor lainnya yaitu keterlibatan pihak
ketiga sebagai fasilitator (pendamping). Untuk itu diperlukan peran fasilitator
dalam upaya pemberdayaan sehingga masyarakat dapat merumuskan masalah,
membuat rencana, serta mengorganisasikan dengan mengintegrasikan segenap

sumber daya yang dimiliki. (Soetomo, 2013: 20)

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar nomor: 483 Tahun 2016 tentang
penetapan wilayah intervens, fasilitator kecamatan, fasilitator desa/ kelurahan,
pendata dan petugas enty data program sistem informasi pembangunan berbasis
masyarakat (SIPBM). Kabupaten Takalar membuat sebuah program kerja
sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat guna membantu pemerintah
dan masyarakat desa dalam membangun desa. Merujuk pada implementasi
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 86 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Desa. Program ini
merupakan program baru yang mana program tersebut bekerjasama antar
unicef-pemerintah Rl yang diterapkan beberapa provinsi dan daerah termasuk
di Kabupaten Takalar. Daam terwujudnya program ini Kabupaten Takalar

menetapkan tiga desa sebagai pilot project.



Berdasarkan pendlitian terdahulu oleh Suryati  dkk, 2010 tentang
pembangunan sistem informas pendataan rakyat miskin untuk program miskin
(raskin) pada desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dengan
hasil yang didapatkan dari pembangunan sistem informasi pendataan rakyat
miskin ini dapat memudahkan proses pengelolaan dan pengelolahan data seluruh
masyarakat. Dapat mempermudah  laporan data masyarakat serta dapat

digunakan sebagai pertanggung jawaban kepada kepala desa.

Dengan adanya program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat
sangat membantu untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa serta
masyarakat tersebut dapat memberikan dampak yang baik dan keseahteraan
masyarakat terutama dibidang pendidikan. Dan dikarenakan data ini rill, mikro
dan mampu menunjukkan by name by address atas masalah yang ada. Oleh sebab
itu, untuk mengetahui secara lebih mendalam terhadap program tersebut pendliti
mengangkat judul “Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan

Berbasis Mayarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-ha diatas, maka penulis akan merumuskan masalah dalam
penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis
masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat program sistem informasi

pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takaar?



C. Tujuan Pendlitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program sistem informasi pembangunan
berbasis masyarakat Desa Soreang K abupaten Takalar.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung program sistem
infformasi  pembangunan berbasis masyarakat Desa Soeang Kabupaten
Takalar.

D. Manfaat Penditian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat subjektif, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis
karyailmiah dalam menganalisis permasalahan masyarakat.

2. Manfaat praktis
a. Pendlitian ini agar dapat diharapkan memberikan sumbangan pemikiran

bagi pembuat kebijakan dalam membuat sebuah program kerja yang baik
untuk masyarakat.

b. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan
sekaligus dapat memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian
terfokus pada pelaksanaan program sistem informasi pembangunan
berbasis masyarakat di desa soreang Kabupaten Takalar.

3. Secara teoritis, diharapkan agar dapat memberikan sumbangan dalam aspek
teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu administrasi, khususnya
dibidang kebijakan publik, melalui pendekatan serta metode-metode dalam
upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek pelaksanaan

program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat.






BAB ||

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang. Secara umum,
pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam
Zarofah, 2016: 30) mengemukakan bahwa pelaksanaan adal ah perluasan kegiatan
yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-
usaha yang dilakukan untuk melaksanakan rencana dan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan dan dilengkapi segala kebutuhan yang diperlukan, sigpa yang akan
melaksanakan, dimana dan kapan di laksanakan. Sedangkan menurut Bintoro
Tjokroadmudjoyo (2000: 199) Pelaksanaan adalah sebagal proses bentuk
serangkaian aktifitas, yakni bermula dari kebijakan untu mencapai suatu tujuan

maka dari itu kebijakan diturunkan ke dalam suatu program proyek.

pengertian yang telah dikemukakan dapat dismpulkan bahwa kata
pelaksanaan bermula pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, ataupun mekanisme
suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan tidak
hanya aktifitas, akan tetapi kegiatan yang terencana dan dilakukan berdasarkan

normayang telah ditentukan dan dapat mencapai tujuan.



10

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pel aksanaaan yakni,

Komunikasi, merupakan suatu program yang dilaksanakan dengan secara
baik apabila jelas bagi para pelaksana. Ha ini menyangkut proses
penyampaian informasi, kejelasan informasi serta konsistensi informasi.

Sumber daya, terdapat empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan
kualitas mutu, informasi yang diperlukan yakni engambilan keputusan atau
kewenangan guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab serta fasilitas

yang akan dibutuhkan.

Selain dua faktor diatas proses implementasi terdapat tiga unsur penting

yaitu:

a. Adanyaprogram yang dilaksanakan

b.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program
perubahan dan peningkatan

Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung
jawab terhadap pengelolaan pelaksana maupun pengawasan dari sebuah

proses implemetasi. Syukur (dalam Zarofah, 2016: 31).

Menurut Water William (dalam Nawawi, 2007: 132) menyatakan bahwa

masalah yang paling penting dalam implemetasi kebijakan memindahkan suatu

keputusan ke dalam kegiatan ataupun pengoperasian dengan cara tentu. Dan cara

tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan mempunya kemiripan dengan

keputusan serta berfungs dengan baik dalam hal lingkup lembaganya. Hal ini
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mengandung pesan yang jelas dibanding dengan kesulitan menjembatani jurang

pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan.

Keberhasilan kebijakan atau program juga berdasarkan proses implemetas
dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dinyatakan
berhasi| apabila pelaksananya sesuai prosedur dan ketentuan pelaksana yang telah
dibuat oleh pembuat program yang terdapat didalamnya yakni pelaksanaan, agen
pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif
hasil, program dinilai berhasil apabila program membawa dampak seperti yang
diinginkan. Suatu program mungkin sgja berhasil dilihat dari sudut pandang
proses, akan tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang akan dihasilkan

ataupun sebaliknya.

B. Konsep Pelaksanaan Program

Sebagal dasar pemikiran guna mengungkapkan permasalahan yang akan
dibahas ke dalam penyususan pendlitian ini, maka terlebih dahalu mendefinisikan
pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan
program itu sendiri. Daam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308).
Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan
suatu kegiatan. Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (dalam
Kurnia, 2013: 9) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang
dapat dilakukan seseorang dengan harapan yang akan mendatangkan baik hasil
atau pengaruh.” Lebih jelasnya lagi, Hasibuan (dalam Kurnia, 2013: 9) juga

mengatakan bahwa program yaitu, suatu jenis rencana yang jelas serta konkret
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dikarenakan sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, serta

waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu
program ataupun kegiatan. Dalam program ada beberapa aspek, bahwa dalam

setiap program dijelaskan :

Lo

Tujuan kegiatan yang akan dicapai.

2. Kegiatan yang akan diambil dalam mencapal suatu tujuan.

3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang akan dibutuhkan.

5. Strategi pelaksanaan.

Program terbaik didunia adalah program yang akan didasarkan pada model
teoritis yang jelas, sebelum menentukan masalah sosial yang akan diatasi dan
melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang cukup matang
terhadap bagaimana dan mengapa masaah itu terjadi sehingga dapat menjadi
solusi terbaik (Suryana, 2009: 28). Selain itu, definis program juga terdapat
dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa : Program adalah instrumen
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instans
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokas anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instans

masyarakat.
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Dalam setiap proses pelaksanaan suatu program dapat dikatakan berhasil
tidaknya suatu program, ataupun gagal sama sekali apabiladilihat dari wujud hasil
yang akan dicapai ataupun outcomes. Karena dalam proses ini turut terlihat
beragam unsur yang didalamnya berpengaruh serta sifat yang mendukung ataupun

menghambat pencapai an target sasaran suatu program.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
yang dimaksud dengan pelaksanaan program yaitu sekumpulan kegiatan yang
dilakukan baik individu maupun kelompok pelaksanaan kegiatan didukung
kebijaksanaan, prosedur, serta sumber daya yang dimaksudkan dapat menjadi

hasi| tercapainya suatu tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pada umumnya merupakan salah satu faktor
yang terpenting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta,
karena manusia yang membuat rencana hingga dengan mengawasi pelaksanaan
kegiatan organisasi tersebut. SDM harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, dan
memiliki keterampilan yang sesua dengan tuntutan tugas-tugas dalam organisasi.
Adapun pengertian sumber daya manusia yang diungkapkan oleh Hani Handoko
(2000: 233), sebagai orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan

usahanya dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, selain itu
efektifitas organisasi sangat ditentukan oleh mangemen manusia. Manaemen
SDM vyaitu bahagian dari mangjemen, dikarenakan teori-teori manajemen umum

menjadi dasar pembahasannya. Mangemen SDM memiliki kekhususan
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dibandingkan dengan mangemen pada umumnya, karena yang di “manage”
adalah manusia, sehingga dengan begitu keberhasilan atau kegagalan manajemen
SDM tersebut memiliki dampak ang sangat luas. Rachmawati (2008: 3)

memberikan definisi managjemen SDM sebagai  berikut :

Mangemen SDM adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan serta pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan,
pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar

tercapai berbagai tujuan individu, maupun organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan (2006: 9), mangemen SDM merupakan suatu bidang yang
mempelgari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Pembahasannya
yakni pengaturan peranan manusia dalam terwujudnya tujuan yang maksimal.
Pengaturan tersebut meliputi perencanaan (human resources
planning),pengorganisasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian
tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan organisasi, kepuasan karyawan,

dan masyarakat.

Begitu pula dengan Sofyandi (2008: 6) yang mendefinisikan manaemen

SDM adalah :

Mangemen SDM merupakan suatu strategi dan menerapkan fungsi-fungsi
mangemen Yyaitu planning, organizing, leading dan controlling,dalam setiap
kegiatan/fungs operasional SDM mula dari proses penarikan, seleksi, pelatihan
dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer,

penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial,dan pemutusan
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hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif oleh SDM

organisas terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
yang dimaksud mangemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang
berkelanjutan mula dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan,
pengintegrasian sumber daya manusia terhadap upaya tercapainya tujuan

organisas tersebut.

C. Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam
pengambilan keputusan, karena informasi dapat diperoleh dari sistem informasi
(information systems). Sistem informasi merupakan komponen dalam sebuah
organisas yang berhubungan dengan proses penciptaan dan airan informasi.

(Hisbanarto, 2014: 56).

Menurut Robert A. Leitch (dalam Jogianto, 2005:36). Sistem informasi
adalah suatu sistem didadam organisas yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaks harian, mendukung operasi, bersifat mangerial dan
kegiatan strategi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan
yang dibutuhkan. Menurut O’brian, J.A (2005: 23). Sistem informasi merupakan
kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi,
serta sumber daya data guna mengumpulkan serta menyebarkan informasi dalam

organisasi.
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Menurut Kadir (2008: 7), sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur
kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk
mencapal tujuan dalam organisasi. Sistem informasi selalu menggambarkan,
merancang, mengimplementasikan dengan menggunakan proses perkembangan

sistematis serta merancang sistem informasi berdasarkan analisa kebutuhan.

Sistem informasi merupakan salah satu faktor pendukung layanan informasi
guna memenuhi kepuasan atau kebutuhan pengguna, memberikan kemudahan
dan kecepatan dalam mendapatkan informasi, azas-azas berupa prinsip-prinsip
yang menjiwai sistem informas bak pengembangan, pemeliharaan dan

pengoperasian.

Azas pengelola, sistem informasi diselenggarakan apabila ada suatu unit kerja
yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Tugas pengelola adalah
melaksanakan koordinasi dalam pengembangan, pemeliharaan, pengoperasian
permintaan data, pengembangan teknik dalam rangka pendayagunaan informasi,
dan bertanggung jawab atas semua kelengkapan data dan informasi yang

dihasilkan. (Hisbanarto, 2014: 58).

Azas fleksibilitas, sistem informasi dituntut mempunyai tingkatan toleransi
yang tinggi terhadap seluruh unit kerja, sehingga sistem informasi mampu
beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Azas kesederhanaan, sistem
infformasi tersusun dari berbagai perangkat keras (hardware), perangkat lunak
(software) dan prosedur yang mudah dimengerti oleh seluruh unit kerja, dan

dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu harus ada prosedur dan
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ketentuan yang jelas untuk membantu terselenggaranya sistem informasi. Azas
saling percaya, sistem informasi dapat menimbulkan kepercayaan antar unit kerja

yang satu dengan lainnya dalam arti :

1. Tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam pendayagunaan sistem
informasi.

2. Tidak ada tumpang tindih tugas dan fungsi terutama dalam penyusunan
rencana, pengelolaan, pemantuan dan pengambilan keputusan.

3. Tidak ada unit kerja yang hasil kerjanya atau informasinya sia-sia terhadap

unit kerjalain.

Tingkatan sistem informasi dalam mangemen adalah sistem pemprosesan
transaksi, sistem informasi mangemen, sistem pendukung keputusan, sistem

informasi e-busines,dan sistem e-learning.

Sistem pemprosesan transaks (transaction system)

1. Merupakan sistem informasi yang segala kegiatannya berhubungan dengan
pemprosesan transaksi.

2. Sistem informasi mangemen (manajement information system), merupakan
sistem dengan kelengkapan pengelolaan dari proses yang menyediakan
informasi untuk manger guna mendukung operasi dan pembuatan keputusan
dalam sebuah organisasi (meningkatkan kualitas managjeria).

3. Sistem pendukung keputusan (decision support system), merupakan sistem
yang menyediakan prosedur khusus dan pemodelan unik guna membantu

manger dalam memperoleh alternatif keputusan.
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4. Sistem informasi e-business, merupakan sistem yang dibangun untuk
pengintegrasian data atau informasi dari proses bisnis berbasis internet,

5. Sistem informasi e-learning, merupakan sistem yang dibangun guna
menjawab tantangan pengintegrasian data atau informasi untuk dunia
pendidikan.

D. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan pada dasarnya merupakan konteks kajian suatu
perubahan, pembangunan disini diartikan sebagal perubahan yang sifatnya
terencanakan, Setiap orang atau kelompok tentu akan menghasilkan perubahan
yang memiliki bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan sebelumnya,
untuk menghasilkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan.
Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagal suatu usaha yang lebih
rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru

berkembang. Subandi (dalam Susilawati, 2014:12).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli, yakni : pembangunan menurut
Rogers (Rochgat: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem
sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya
menurut W.W Rostow (2004: 89) pembangunan merupakan proses yang bergerak
dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara

yang maju.

Pembangunan pada awalnya digunakan dalam artian pertumbuhan ekonomi.

Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan. Apabila
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pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang
diukur adalah produktivitas masyarakat ataupun negara setigp tahunnya.

Rochgjat,dkk (2011:3).

Menurut siagian (dalam Faus,, 2013:16) memberikan pengertian
pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan
perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara

dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system
sosia, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan
teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dengan demikian proses pembangunan
terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat. Maka penting dari pembangunan

adalah adanya kemajuan ataupun perbaikan maupun pertumbuhan.

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada dasarnya diarahkan
untuk mengembangkan nilai-nilai serta sikap dalam masyarakat yang lebih
kondusif bagi pembaruan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal
tersebut pengembangan motivasi usaha yang sifatnya roduktif. Dan yang
terpenting dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat dengan

cara pembinaan dan dorongan maupun adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok, pertama masalah materi
yang mau dihasilkan dan dibagi, kedua masalah manusia yang menjadi pengambil
inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Pembangunan pada akhirnya harus

ditujukan pada pembangunan manusia, manusia yang dmaksud adalah manusia
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yang dapat kreatif dan bisa kreatif pada manusia yang merasa bahagia, aman, dan

bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat
dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat
yang di citacitakan, daam ha ini transformas ada dua ha yang harus

diperhatikan, diantaranya keberlanjutan dan perubahan.

Menurut Rostow transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara
maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan
yang akan dilalui oleh semua negara. Rostow berpendapat ada lima tahap dalam

proses pembangunannya, yaitu :

1. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui adanya
teknologi modern, akan tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor
utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan.

2. Persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak
menggunakan ilmu dan teknologi modern untuk menuju negara industri.

3. Tingga landas merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas
pembangunan disektor industri.

4. Masyarakat dewasa merupakan masyarakat menggunakan teknologi modern
untuk melakukan semua kegiatan ekonominya.

5. Masa tingginya konsumsi masyarakat merupakan masyarakat yang memiliki

tingkat konsumsi tinggi untuk produksi barang dan jasa.
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Teori pembangunan dalam perkembangannya semakin kompleks dan tidak
terikat pada satu disiplin ilmu dinamika. Teori pembangunan tersebut tidak
terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang sifatnya terbuka.
Pengalaman selama ini bahwa implemetasi konsep pembangunan ternyata telah
banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas,
pembangunan telah banyak mengantar kehidupan mereka menjadi lebih bak
bahkan sebagian dari mereka dapat dikatakan berlebihan, semetara bagi
komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan pada kesengsaraan. Oleh
sebab itu, permasalahan pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena
setigp saat akan selalu muncul masala-masalah baru yang akan harus dipecahkan
dan dapat menjadi solusi bagi pembangunan. Dengan demikian, dapat dijelaskan
bahwa akan selau ada pemecahan atas setiap masalah, tetapi juga selalu ada

masal ah atas setiap pemecahan masal ah.

E. Konsep Pembangunan Berbasis Mayar akat

Pembangunan berbasis masyarakat, secara umum dapat diartikan sebagai
pembangunan yang mengarah pada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan
dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memnafaatkan potensi
sumber daya (alam,manusia, kelembagaan nilai-nilai sosial budaya). Yang dapat
diakses oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, pembangunan berbasis
masyarakat seharusnya pembangunan berangkat dari kebutuhan masyarakat dan
bukannya dirumuskan oleh “orang luar” atau elit masyarakat yang merasa tahu
dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi

masyarakatnya. Theresia (2015: 28)



22

Pembangunan berbasis masyarakat, berarti pembangunan harus berbasis pada
sumberdaya lokal, berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal,
menghormati atau berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada modal spiritual

yang dimiliki dan atau diyakini oleh masyarakat setempat.

Sgaan dengan itu, telahaan tentang pembangunan berbasis masyarakat akan

mencakup :

a. Pembangunan dari atas dan atau dari bawah (top down/bottom up)
b. Pembangunan berbasis sumberdayalokal.

c. Pembangunan berbasis modal sosial.

d. Pembangunan berbasis kebudayaan.

e. Pembangunan berbasis kearifan lokal.

Pembangunan berbasis masyarakat, seringkali dikonotasikan dengan
“pembangunan dari bawah” sebagai yang lebih baik “pembangunan dari atas”,
tetapi secara empiris, pembangunan yang dirancang dari atas seperti yang
dikembangkan oleh Scramm,dkk di Bangladesh ternyata juga mampu

menunjukkan hasil yang baik.

Pembangunan dari atas (top down), menempatkan pemerintah pusat dan atau
elit masyarakat bagi penetus gagasan, dengan asumsi mereka tahu yang terbaik
masyarakatnya, tanpa harus mendengarkan atau mengakomodasi aspiras
masyarakat (bawah). Di sini, masyarakat dilibatkan atau menumbuhkan rasa
takut. Sebaliknya, dari bawah (bottom up) memberikan kesempatan kepada

masyarakat (bawah) untuk berinisiatif sgjak perencanaan, dengan asumsi bahwa
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masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan masalah,
kebutuhan, serta cara-cara terbaik yang cocok dengan kondisi mereka. (Theresia,

2015: 29)

Model pembangunan “dari atas” mempunyai sejarah filosofis dan praktik
yang signifikan, mendahului model “dari bawah” model “dari atas” ini disusun
seputar penggunaan kepemimpinan profesioonal yang diberikan oleh sumber
daya eksternal yang direncanakan, melaksanakan, dan mengevaluas program

pembangunan.

Sebaliknya, model pembangunan “dari bawah” merupakan strategi
pembangunan sosiad yang dikembangkan oleh Billups,dkk (2004: 89) yang

meliputi :

a. Mengembangkan partisipasi masyarakat yang komprehensif.
b. Pengembangan memotivasi masyarakat lokal.

c. Perluasan kesempatan belgjar.

d. Peningkatan pengelolaan sumber dayalokal.

e. Replikas pembangunan manusia

f. Peningkatan komunikas dan pertukaran.

0. Lokalisas akses keuangan.

Daam praktik kedua model, tersebut dapat digunakan untuk program
pembangunan yang memiliki tujuan-tujuan untuk mempengaruhi perubahan

dalam masyarakat warga persepsi tentang bagaimana meningkatkan taraf hidup.
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a. Menciptakan masyarakat yang berorientasi perilaku dasar pada perubahan
komunitas warga persepsi.

b. Meningkatkan standar hidup diantara mayoritas warga.

Sulistyo (2010: 31) mengungkapkan beberapa kelebihan dan kekurangan
masing-masing. Pembangunan “dari atas”, disebutnya memiliki kelemahan dalam

hal :

a. Masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif dikarenakan peran pemerintah
yang lebih dominan apabila dibandingkan peran dari masyarakat itu sendiri.

b. Masyarakat tidak bisa melihat sebergpa jauh suatu program telah
dilaksanakan.

c. Peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan ataupun hasil dari suatu
program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program dari awal
sampai dengan akhir.

d. Tujuan utamadari program tersebut yang hendaknya akan dikirimkan kepada
masyarakat tidak terwujud disebabkan pemerintah pusat tidak begitu
memahami hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.

e. Masyarakat akan merasa terabaikan karena suara mereka tidak begitu
diperhitungkan dalam proses berjalannya suatu proses kegiatan.

f. Masyarakat menjadi kurang kreatif dengan ide-ide mereka.

Adapun kelebihan pembangunan “dari atas”, yaitu :
a. Masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan program karena sudah

dapat berjalan sendiri dengan adanya peran pemerintah yang optimal.
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b. Hasil yang dikeluarkan dapat optima karena biaya yang dikeluarkan
ditanggung oleh pemerintah.

c. Mengoptimalkan kinerja para pekerja di pemerintah dalam menyelenggarakan
suatu program.

Di sisi lain, pembangunan “dari bawah” memiliki kelemahan dalam hal :

a. Pemerintah akan tidak begitu berharga karena perannyatidak begitu besar.

b. Hasil dari suatu program belum tentu baik dikarenakan adanya perbedaan
tingkat pendidikan dan bisa dikatakan cukup rendah dibandingkan para
pegawai pemerintah.

c. Peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide
kepada pemerintah dalam menjalankan suatu program.

d. Tujuan yang diinginkan oleh masyarakat akan dapat berjalan sesuai dengan
keinginan masyarakat karena ide-idenya berasal dari masyarakat itu sendiri
sehingga masyarakat bisa melihat apa yang diperlukan dan apa yang
diinginkan.

e. Pemerintah tidak perlu bekerja secara optima dikarenakan ada peran
masyarakat |ebih banyak.

f. Masyarakat akan lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang akan

digunakan dalam suatu jalannya proses suatu program.

Daam program sistem informasi pembangunan berbasis mayarakat data
dan informas yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan kebijakan
pemerintah dalam pembangunan diberbagai sektor. Proses pendataan tersebut

membutuhkan waktu, sebab proses ini mensyaratkan partisipasi masyarakat
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setempat. Segala tahapan penghimpunan informasi dari awal seutuhnya dilakukan
oleh masyarakat dengan sistem Bottom up (bawah ke atas), sebab yang paling
mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat adalah mereka sendiri.

(Heriawan, 2009: 16-20)

Adapun tahapan proses kegiatan tersebut, meliputi :

a. Sosialisasi, merupakan proses kegiatan untuk menyampaikan kegiatan dalam
sebuah kelompok atau masyarakat guna memahami kegiatan serta dapat
terlaksananya kegiatan tersebut.

b. Training of trainer (TOT), merupakan pelatihan yang diperuntukkan untuk
orang Yyang diharapkan setelah pelatihan mampu menjadi pelatih serta
mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain terkait
program sipbm yang akan dilaksanakan.

c. Pelatihan pendata, pendata direktrut oleh para kepala desa/dusun sehingga
yang menjadi pendata merupakan perwakilan masyarakat yang berasal dari
lokasi sasaran dan tidak diperbolehkan pendata berasal dari lintas/luar |okasi
sasaran. Sebab merekalah yang mengetahui secara pasti kondisi wilayah dan
masyarakat yang bermukim pada wilayah tersebut. Pelatihan ini dijelaskan
kepada tugas tentang pemetaan wilayah pendataan, dan melatih mereka
tentang tata cara pengisian instrumen pendataan yang telah disepakati dan tata
cara mewawancrai responden agar tidak merasa dipaksa dalam memberikan
data

d. Pendataan, setiap pendata berkewajiban mendata sebanyak 50 hingga 70 KK.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini, antara lain kejujuran
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pendata maupun kepala keluarga (KK) yang didata untuk memberikan
informasi sebenarnya. Pendata harus mengunjungi rumah per rumah untuk
menghimpun informasi. Respondennya adalah setiap kepala keluarga bukan
rumah tangga. Pendata juga harus memasang tanda pada rumah yang telah
didata agar tak terjadi pendataan ganda. Agar data yang dihasilkan pun
akurat, maka pendata juga dituntut kecermatan, ketelitian dan ketekunan.
Pemrosesan data, tahap pemrosesan data terdiri dari editing(pemeriksaan)
dilakukan untuk memeriksa hasil pendataan dan apabila masih ada kesalahan
dalam pengisian kuesioner maka kuesioner tersebut dikembalikan kepada
pendata untuk disempurnakan kembali dengan melakukan interview pada
responden, entri data, serta pengolahan data dan tabulasi. Hasilnya adalah
rekapitulasi data sementara penduduk dan kemiskinan yang disgjikan dalam
bentuk hard copy (print out) sebagai acuan untuk rekonfirmas data. Hasll
rekonfirmasi ini selanjutnya akan menjadi angka tetap.

Rekonfirmasi data, hal yang menarik dari kegiatan tersebut adalah melakukan
rekonfirmasi data. Pada proses ini, setigp orang mempunyai hak bicara untuk
mengoreksi data yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Legitimas
rekonfirmasi ditunjukkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan
hasil rekonfirmasi. Berita acara ini ditandatangani oleh kepala Desa/L urah,
perwakilan BPD/LKMD, masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan

perwakilan rakyat dari setiap dusun.
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F. kerangka Pikir

Program sistem informas pembangunan berbasis masyarakat di desa soreang
Kabupaten Takadar merupakan sistem informas yang dikembangkan untuk
membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipas masyarakat,
baik dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam pelaporannya. Serta
berperan sangat penting dan menentukan program pembangunan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya yang ada. Sehingga program
sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat merupakan hasil dari
aspiras masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas masyarakat. Salah satu
kendala yang dihadapi bahwa perencanaan yang disusun tidak berbasis pada data
yang tidak akurat. Dalam pelaksanaan program tersebut tak |epas dari beberapa
kendala baik dari segi faktor penghambat maupun pendukung dan harus dicari
solus agar tidak mengganggu kegiatan yang berjalan sesuai dengan tujuan dan
target yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, untuk melihat pelaksanaan program
sistem informas pembangunan berbasis masyarakat perlu dilihat beberapa
tahapan pelaksanaan program, kemudian dapat dinilai keberhasilan program dari
ketercapaian tahapan tersebut meliputi adanya sosiadiasi, training of trainer

(TOT), pelatihan pendata, pendataan, pemrosesan data, dan rekonfirmasi data.

Program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat diharapkan
mampu melaksanakan tahapan kegiatan yang efektif serta efisien, sehingga
masyarakat yang ada di desa soreang Kabupaten Takalar mampu membantu

peningkatan kinerja pembangunan. Maka untuk melihat penelitian ini, berikut
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penulis mencoba menggambarkan alur penelitian seperti yang tampak dibawah

ini.

Gambar 2.1
BAGAN KERANGKA PIKIR

Pelaksanaan Sistem Informasi
Pembangunan Berbasis
M asyar akat

i

Indikator Tahapan
Pendukung K egiatan Program Penghambat

1. Peran 1. Waktu

' Sosialisasi
Pemerintah
2. Dukungan Training of trainer 2. Anggaran

Pemerintah
eoyar Pelatihan pendata 3. Ipformas
Pendataan tidak valid

Pemrosesan data
Rekonfirmas data

A

oUW

K eber hasilan Pelaksanaan Sistem

— | Informasi Pembangunan berbasis
M asyar akat

G. FokusPenditian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah pelaksanaan program sistem

informasi pembangunan berbasis masyarakat di desa soreng Kabupaten Takalar.
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H. Definis Fokus Penditian

Untuk memudahkan pengukuran objek penelitian melalui data yang telah
diperoleh , maka konsep tersebut yang telah dikemukakan diatas perlu

dioperasionalkan secararinci dalam indikator-indikator sebagai berikut :

a. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilaksanakan untuk
menjalankan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, apa yang diperlukan, siapa
dan kapan harus dilaksanakan, serta kapan dilaksanakan target implementas
tersebut. Semua itu telah direncanakan pada awa waktu. Suatu proses
rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan
ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis
maupun operasiona atau kebijaksanaan menjadi kenyataan untuk mencapai
sasaran dari program yang ditetapkan.

b. Sistem informasi pembangunan berbasis mayarakat, merupakan prosedur
pengumpulan data dari masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat dan
untuk dimanfaatkan masyarakat.

c. Sosiaisasi dan advokasi, merupakan proses kegiatan atau tahap pemapamaran
untuk kegiatan dalam sebuah kelompok atau masyarakat guna memahami
kegiatan serta dapat terlaksananya kegiatan tersebut.

d. Traning of trainer (TOT), merupakan pelatihan yang diperuntukkan untuk
orang Yyang diharapkan setelah pelatihan mampu menjadi pelatih serta
mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain terkait

program sipbm yang akan dilaksanakan.
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e. Pelatihan pendata, pendata direktrut oleh para kepala desa/dusun sehingga
yang menjadi pendata merupakan perwakilan masyarakat yang berasal dari
lokasi sasaran dan tidak diperbolehkan pendata berasal dari lintas/luar |okasi
sasaran. Sebab merekalah yang mengetahui secara pasti kondisi wilayah dan
masyarakat yang bermukim pada wilayah tersebut. Pelatihan ini dijelaskan
kepada tugas tentang pemetaan wilayah pendataan, dan melatih mereka
tentang tata cara pengisian instrumen pendataan yang telah disepakati dan tata
cara mewawancrai responden agar tidak merasa dipaksa dalam memberikan
data

f. Pendataan, setiap pendata berkewajiban mendata sebanyak 50 hingga 70 KK.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini, antara lain kejujuran
pendata maupun kepala keluarga (KK) yang didata untuk memberikan
informasi sebenarnya. Pendata harus mengunjungi rumah per rumah untuk
menghimpun informasi. Respondennya adalah setiap kepala keluarga bukan
rumah tangga. Pendata juga harus memasang tanda pada rumah yang telah
didata agar tak terjadi pendataan ganda. Agar data yang dihasilkan pun
akurat, maka pendata juga dituntut kecermatan, ketelitian dan ketekunan.

g. Pemrosesan data, tahap pemrosesan data terdiri dari editing(pemeriksaan)
dilakukan untuk memeriksa hasil pendataan dan apabila masih ada kesalahan
dalam pengisian kuesioner maka kuesioner tersebut dikembalikan kepada
pendata untuk disempurnakan kembali dengan melakukan interview pada
responden, entri data, serta pengolahan data dan tabulasi. Hasilnya adalah

rekapitulasi data sementara penduduk dan kemiskinan yang disgjikan dalam
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bentuk hard copy (print out) sebagai acuan untuk rekonfirmas data. Hasll
rekonfirmasi ini selanjutnya akan menjadi angka tetap.

. Rekonfirmasi data, hal yang menarik dari kegiatan tersebut adalah melakukan
rekonfirmasi data. Pada proses ini, setiap orang mempunyai hak bicara untuk
mengoreksi data yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Legitimas
rekonfirmasi ditunjukkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan
hasil rekonfirmasi. Berita acara ini ditandatangani oleh kepala Desa/Lurah,
perwakilan BPD/LKMD, masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan
perwakilan rakyat dari setiap dusun.

Faktor penghambat, merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan
terkendalanya program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat
bagi pemangku kepentingan sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi
terganggu dan tidak terlaksana secara maksimal.

Faktor pendukung, merupakan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan
program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat bagi pemangku
kepentingan sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai sesual
dengan apa yang diinginkan.

. Kerberhasilan pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis
masyarakat di Kabupaten Takaar, ditinjau bagaimana permasalahan
masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan
dan berjalan dengan sangat baik sehingga menghasilkan pengharapan sesuai

dengan kenyataan untuk mendaatangkan manfaat yang maksima bagi
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masyarakat guna menghasilkan profil pembangunan bidang pendidikan dan

aspek-aspek pembangunan lainnya.



BAB |11

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokas Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan pada waktu yang disesuaikan.
Dan penelitian ini berlangsung dikantor Desa Soreang Kabupaten Takalar. Alasan
peneliti memilih lokasi penelitian yaitu untuk melihat sejauh mana pelaksanaan
program sistem informas pembangunan berbasis masyarakat desa soreang
Kabupaten Takalar.
B. Jenisdan Tipe Pendlitian

1. Jenis Pendlitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, artinya
data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut
berasal dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dokumen pribadi, cacatan memo,
dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian
kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric dibalik fenomena

secara terperinci, mendalam, dan tuntas sumber data.

2. Tipe Penditian

Tipe penditian ini adalah penelitian yang bersifat fenomenologis yang
merupakan salah satu jenis deskriptif kualitatif, dimana penulis berusaha untuk
mengungkapkan suatu fakta atau fenomena pengalaman informan yang didasari

oleh kesadaran yang terjadi di Desa Soreang Kabupaten Takalar.

34
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C. Sumber Data
Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian
ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung
terhadap responden atau pihak-pihak yang terkait dengan objek yang akan
diteliti.

2. Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari sebuah pihak kedua,
ketiga dan seterusnya. Misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang
bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan
mengalihnya, seperti data dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat,
foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian.

D. Informan Pendlitian

Dalam desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada
dua yaitu informan kunci (key informan) dan informan sekunder (secondary
informan). Informan kunci adalah mereka yang dianggap menguasai objek
penelitian. Sedangkan informan sekunder dibutunkan untuk melengkapi
informas data/data tentang objek penelitian untuk memperkaya analisis, tetapi

tidak mesti ada. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :



Tabel 3.1

Data I nforman Pendlitian
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oz

NAMA Inisial Jabatan

Ket

Arifin, SAP A Kasub sosial budaya
M.AP Bappeda

Sri Resky S, SRS Staf Fungsional
SAP Bappeda

Hasniati H Staf Pemerintahan
Bappeda

Samuddin S KepaaDesa

Nurmawati N Sekretaris Desa

Haeda Nurhaeda HNS Perangkat Desa
Safitri

Husain Mabe HM KetuaLPMT

lisAriyani IAM Masyarakat
Mansyur

Wahyuni W Masyarakat

Jumlah
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SUMBER: Kantor Bappeda Takalar dan Kantor Desa Soreang Kabupaten Takalar

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penulisan ini, penulis mengadakan penelitian lapangan
dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Wawancara (Interview)

Peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada
informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu Kasub dan staf
Bappeda, Kepala desa dan staf desa, Ketua LPMT, dan masyarakat. Adapun
wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informas penelitian mengenal
pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat
Desa Soreang Kabupaten Takalar.

2. Observas

Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenal
pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat
Desa Soreang Kabupaten Takalar. Teknik ini digunakan untuk mengetahui
hubungan (relevansi) antara keterangan informan/responden dan data dengan
kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan lansung terhadap objek
penelitian dan tetap mengontrol keabsahannya.

3. Studi kepustakaan (Dokumen)

Teknik ini digunakaan untuk memperoleh data-data pendukung (data
sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, makalah, magjaah, hasil
penelitian yang relevan, koran, dokumen-dokumen tertulis lain sebagal

referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.
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F. Teknik Analisis Data

Andisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka
memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan
menuntun kita kearah temuan ilmiah, bila diandlisis. Analisis data ialah langkah
selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data
diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan
persoadlan yang digukan dalam menyusun hasil penelitian.Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model andlisis interaktif (interactive
model of analysis). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles
dan Huberman dalam Sugiono (2013) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Redaks data merupakan komponen pertama analisis data yang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang ha yang tidak
penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga ssmpulan pendliti
dapat dilakukan.

2. Sgjian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan
kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya
makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus
mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat
peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga

penarikan kesimpulan dapat di pertanggung jawabkan.
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G. Keabsahan Data
Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas
data adalah dengan triangulasi. Sugiyono (2012) membagi triangulasi ke dalam
tigamacam, yaitu :
1. Triangulasi Sumber
Triangulas sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah
diperoleh melaui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan
pengumpulan dan pengujian data yang sudah diperoleh dari hasil
pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian
peneliti  melakukan perbandingan antara hasil pengamatan dengan
wawancara, dan membandingkan lagi antara hasil wawancara dengan
dokumentasi yang ada..
2. Triangulasi Teknik
Triangulas teknik dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan data
dari sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal
ini data yang didapatkan dari wawancara, kemudian melakukan pengecekan
dengan observasi dan dokumen. Jika tiga teknik ini mendapatkan hasil data
yang berbeda, maka peneliti harus mendapatkan data yang valid dengan cara
melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber daya untuk mengetahui data
mana yang benar atau mungkin semuanya benar karena pendapat mereka
berbeda-beda

3. Triangulasi Waktu
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Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan
melalui teknik wawancara dengan narasumber, teknik wawancara ini
dilakukan pada pagi hari pada saat narasumber masih segar bugar dan belum
ada masalah sehingga akan memberikan data yang valid. Untuk itu pengujian
kredibilitas ini dilakukan dengan mengecek wawancara, observasi dan teknik

lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskrips Objek Penelitian

1. Letak Geografisdan Profil Desa Soreang Kabupaten Takalar.

Desa Soreang merupakan salah satu Desa dari Sembilan (9) Desa yang berada
dalam lingkup wilayah Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takaar, yang
terdiri dari 4 Dusun yang letaknya sangat dekat dengan Ibu Kota Kecamatan

Mappakasunggu Kabupaten Takalar dengan jarak tempuh sekitar 0,5 km.

a. Batas DesaSoreang,

Utara : Desa Patani/DesaSalgjo

Timur : Desa Patani

Selatan : KelurahanT akalar

Barat : Desa Banyuanyara/Desa Ujung Bgji

b. Luas wilayah Desa Soreang sekitar 217,15 Ha, berada diujung sebelah
Barat Utara dari Kecamatan Mappakasunggu dan berbatasan langsung dengan
salah satu Desa di Kabupaten Gowa.

c. Hidrologi dan Tata Air, Desa Soreang adalah Desa yang wilayahnya tidak
memiliki sumber ar bersh yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat,
pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga di desasoreang
diperoleh melalui PDAM/AiIr ledeng dan sebagian masyarakat berkebutuhan

air bersih dengan air hujan.

40
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d. Keadaan Topografi Desa Soreang adalah merupakan wilayah dataran
rendah dan pesisir yang mempunyai letak wilayah dan letak wilayah dan
mempunyai ketinggian beberapa meter diatas permukaan laut.

e. Iklim Desa Soreang memiliki iklim tropis dengan 2 (dua) musim yaitu
musim hujan dan kemarau.

Visi Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Desa Soreang adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri,
sejahtera, adil dan makmuir.

1) Mau : masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi, agar setara dengan desa yang majul.

2) Mandiri : masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang
mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.

3) Sgjahtera: masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan,
papan)

4) Adil dan makmur : pemerataan pelayanan masyarakat tanpa membedakan
status social dan menyalurkan bantuan desa pada masyarakat yang betul -betul
memer|ukan bantuan.

Misi Desa Soreang antaralain :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat |lewat pengoptimalan perangkat Desa
yang efektif.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusiadi Desa

3. Meningkatkan kualitas aparatur Desa.



1)

2)
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4. Pengelolaan sumber daya alam yang mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

.Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

a) Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan
beragama.

b) Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya
saing.

c) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa.

d) Termanfaatnya dan terkelolanya sumberdaya alam berbasis kelestarian
lingkungan hidup.

€) Terciptanya masyarakat yang aman dan tentram.

Sasaran :

a) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap
pengetahuan agama sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter agamis,
berbudaya, berahlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila.

b) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
perekonomian desa, serta terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur
yang handal guna meningkatkan mobilitas perekonomian.

¢) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.

d) Meningkatkan taraf pendidikan
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€) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin

tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian, perikanan,

industry, dan perdagangan.

f) Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan

dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

g) Menciptakan tatakelola pemerintahan yang bak (good govermance)

berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hokum, berkeadilan,

kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Uraian Tahapan Kegiatan dan Waktu Program

Kegiatan SIPBM ini meliputi beberapa tahapan kegiatan yakni:

a Sosiaisas SIPBM selama 1 hari

b. Training Of Trainer (TOT) bagi fasilitator pada Tim SIPBM dan Tim
Entry Data selama 3 hari

c. Pelatihan Pendata dan Tenaga Entry Data SIPBM (2 hari) di lbu kota
Kecamatan/Desaimplementasi SIPBM

d. Pengumpulan Data dan Editing (relative, 7 — 14 hari, tergantung pada
rasio jumlah pendata dan jumlah Kepala Keluarga yang akan di data serta
kondisi geografis desa yang bersangkutan)

e. Entry data SIPBM (7 — 14 hari, tergantung rasio jumlah Kepala Keluarga
yang akan di entry dan Jumlah Tenaga Entry yang direkrut) di ibu kota
Kabupaten/K ecamatan

f. Cleaning/vaidas data dan Analisis Data serta Pembuatan Profil Desa (2-

3 hari ) di ibu kota Kabupaten/K ecamatan
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g. Sosialias Hasil SIPBM dan Penyusunan Rencana Aksi Desa (Minimal 1
hari, Idealnya 1,5 hari) di Ibu kota Kecamatan/Desa implementasi
SIPBM.

B. Hasl Penelitian Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan

Berbasis Masyarakat di Desa Soreang Kabupaten Takalar

Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) adalah sistem
infformasi  yang dikembangkan untuk membantu peningkatan Kkinerja
pembangunan berdasarkan partisipas masyarakat, baik dalam perencanaan,
implementasi, maupun dalam pelaporannya. SIPBM ditujukan dalam rangka
memberi peluang kepada para penentu kebijakan, pemangku kepentingan, dan
anggota masyarakat untuk berpartisipas menuntaskan dan mencari solusi
permasalahan pembangunan di daerahnya, yang meliputi pembangunan
pendidikan, kesehatan dan pembangunan bidang-bidang lainnya. Sumber data
diperoleh dari masyarakat setempat dengan menentukan keluarga beserta seluruh
anggotanya sebagai unit analisis. Data dikumpulkan dengan melibatkan
mekanisme hirarki kelembagaan dari satuan wilayah administratif yang paling
rendah berupa lembaga kemasyarakatan (RT-RW) sampa lembaga formal
kepemerintahan (Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten). Secara sederhana
SIPBM dapat dipandang sebagai pangkalan data dan informasi pembangunan

yang dikembangkan berdasarkan partisipasi masyarakat.

Aspek pembangunan bidang pendidikan, SIPBM diharapkan dapat memberi
gambaran tentang penduduk anak usia prasekolah (0-6 tahun) dan anak usia

sekolah (7-18 tahun) yang memerlukan layanan pendidikan, di mana mereka
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berada, dan apa yang mereka lakukan dan mengapa tidak memperoleh layanan
pendidikan, jarak ke sekolah, alat transportasi yang digunakan. Dari aspek
pembangunan bidang kesehatan dan bidang-bidang pembangunan lainnya, SIPBM
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proksi kualitas hidup, seperti
antara lain: konsums garam beryodium, keberadaan, jarak dan penggunaan
fasilitas kesehatan, kepemilikan akte kelahiran, kepemilikan kartu keluarga, dan

pekerjaan orang tua.

Pada tahapan pelaporan, data dan informasi yang diperoleh dari Bappeda dan
instans yang terkait diharapkan dapat memberi perubahan tentang bagaimana
pembangunan pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang pembangunan lainnya
ditindak lanjuti dalam bentuk penyusunan rencana aksi desa bersama masyarakat.
Dengan demikian, data yang telah dihasilkan melalui SIPBM dikembalikan lagi
kepada masyarakat dalam bentuk laporan untuk dikaji ulang sehingga masyarakat
dapat secara mandiri menuntaskan dan mencari solusi permasalahan
pembangunan yang ada wilayahnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Tidak berlebihan jika visi SIPBM adalah “Memahami Potensi dan Persoaan
Masyarakat”. Peneliti selanjutkan akan membahas hasil penelitian Pelaksanaan
Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Desa Soreang
Kabupaten Takaar dengan indikator sebagai berikut : (1) Sosiaisasi, (2) Training
Of Trainer (TOT), (3) Pelatihan Pendata, (4) Pendataan, (5) Pemrosesan Data, (6)
Rekonfirmasi data. Berikut adalah data yang diperoleh oleh peneliti berkaitan

dengan hasil pendataan SIPBM :
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DATA SIPBM 2016 - 2018
DESA SOREANG KABUPATEN TAKALAR

SEKTOR JENISDATA MASALAH
KEPENDUDUKAN | ¢ Kepemilikan KK 1465 jiwa penduduk Desa Soreang
* Kepemilikan Akte| 428 Kepala Keluarga Desa
Lahir Soreang
- 94% (atau 36 KK) tidak
memilik kartu keluarga
- Akte Lahir 1465 Jwa 722
Tidak Memiliki Akte Lahir dan
743 JiwaMemiliki Akte Lahir
PENDIDIKAN « PAUD 129 anak usia 3-6 tahun
* Anak Tidak | - 30 anak terlayani PAUD
Sekolah (Belum | - 31 anak sekolah di SD
pernah sekolah, | - 68 anak tidak terlayani PAUD
putus sekolah dan
[ulus tidak lanjut) 299 anak usia 7-18 tahun
e Buta Huruf (Latin|- 2 anak belum pernah sekolah
& Arab) - 5anak lulus SD tidak lanjut ke
SMP
- 11 anak lulus SMP tidak lanjut
ke SMA
- 2 orang anak putusdi SD
- 3orang anak putusdi SMA
93 penduduk usia 15-60 tahun ke
atas
- 39 orang yang tidak bisa
membaca aksara latin
- 87 orang yang tidak bisa
membaca aksara arab
KESEHATAN * Penolong 43 Ibu Meéahirkan (27 orang
Persalinan ditolong dokter dan bidan)
* As Ekdusif - 1orang ditolong oleh dukun
* Imunisas - 2 orang ditolong perawat
- 9 Orang Ibu menyusui tidak
memberikan ASI EKSKLUSIF
- Dari 178 anak usia 0-5 tahun, 8
anak diantaranya BELUM
DIIMUNISASI
PERUMAHAN » Kepemilikan - 307 Keluarga memiliki
Rumah RUMAH dan 111 Keluarga
» Bagian terluas Atap atau  36,1%belum memiliki
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Bagian terluas
dinding

Bagian terluas
lantai

rumah (status
pinjam/numpang)
2 keluarga atap rumahnya

aang-dang, 5 keluarga daun
rumbia.

7 keluarga dinding rumahnya
bambu, 29 keluarga dindingnya
gamacca, 24 keluarga
dindingnya papan lapuk dan 2

keluarga dindingnya tripleks.

27 keluarga lantai rumahnya
bambu dan 16 keluarga
lantainya tanah.

SANITASI DAN | « Kepemilikan/tempat 32 keluarga BAB di bukan
AIR BERSIH buang air besar jamban (tidak memiliki
* Jenisjamban jamban)

43 keluarga memiliki
WC/Jamban dengan jenis
cemplung
PERLINDUNGAN |+ Pernikahan Usia | Penduduk usia 0-18 tahun 490
ANAK Anak - 7 anak menikah dini
» Pekerja Anak - 18 orang anak bekerja
SOSEK e Kecacatan - Adal orang tuna daksa dan 1

orang tuna wicara

Sumber : Data SIPBM Desa Soreang kabupaten Takalar 2016-2018
Table 4.1 menjelaskan hasil data SIPBM Desa Sorelang Kabupaten Takalar

2016-2018. Dapat dilihat pada table diatas pada sector kependudukan terdapat 36

KK yang tidak memiliki katru keluarga, sebanyak 722 jiwa dari 1465 jiwa tidak

memiliki aktr kelahiran. Pada sector pendidikan dilihat juga masih terdapat

beberapa masalah dimana, masih ada beberapa anak yang tidak melanjutkan

pendidikan yang dapat dilihat padatable diatas.

Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal diatas selanjutnya akan

diuraikan sebagai berikut.
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1. Sosialisas

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai Sistem
Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat apa, mengapa dan bagaimana
memberi manfaat kepada pemangku kepentingan, penentu kebijakan, dan
masyarakat setempat. Materi sosialisasi meliputi antara lain:  Konsep dasar
SIPBM, Tujuan pelaksanaan, Manfaat, kegiatan dan tahapan SIPBM serta
pengalaman keberhasilan melaksanakan SIPBM. Adapun persiapan kegiatan yang
dilakukan anataralain :
a Woaktu dan Lokasi Pelaksanaan

Dilaksanakan selama 1 hari di tempat yang memadai untuk melakukan diskusi
sesuai dengan jumlah peserta, dalam ruangan yang bersih dan nyaman sehingga
peserta dapat fokus dalam kegiatan diskusi.
b. Alat dan Bahan

1. Tempat kegiatan (ruangan yang dapat menampung 50-100 orang)

2. Spanduk tentang visi SIPBM (“SIPBM: Memahami Potensi dan Persoalan

Masyarakat™)

3.  Komputer/Laptop, LCD, Printer

4. Sound system,

5.  Flipchart

6. ATK peserta
c. Materi Pendukung

1. Dasar Hukum SIPBM

2. Apadan Mengapa SIPBM
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3. Cerita Sukses SIPBM;

. Metode Y ang Digunakan

1. Presentas

2. Diskus dan tanya Jawab

3. Curah pendapat (Brainstorming)

. Peserta

- Cadon Fasilitator SIPBM (calon peserta TOT )

- Caon Tenaga Entry Data (calon peserta TOT)

- Camat Wilayah implementasi SIPBM

- Seluruh Kades wilayah implementsi SIPBM

- Seluruh Camat di Kabupaten yang bersangkutan

- Unsur Dinas Pendidikan Kecamatan implementass (Guru, UPTD,
Pengawas, Penilik)

- SKPD terkait (Bappeda, Kemenag, Dinkes, Kependudukan dan Catatan
Sipil, Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas
sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, unit kerja yang menangani
kelurahan dil)

- Unsur PersMedia

- LSM/NGO

- Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

- Peserta Sosiadisas tidak lebih dari 100 orang, jika peserta lebih maka

dilaksanakan lebih dari satu angkatan.
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Sosidlisasi, merupakan proses kegiatan atau tahap pemapamaran untuk
kegiatan dalam sebuah kelompok atau masyarakat guna memahami kegiatan serta
dapat terlaksananya kegiatan tersebut. Berkaitan dengan sosidisasi ini, pendliti
kemudian mewawancarai selaku Kasub. Sosiad Budaya BAPPEDA Kabupaten
Takalar sebagal berikut :

“Dengan cara mengundang para pemangku kebijakan yang terlibat dan
masyarakat untuk bisa hadir kemudian di berikan sosialisasi. Dengan cara ini
diharapkan masyarakat dapat memahami program yang akan dilakukan oleh
pemerintah setempat”, (Hasil wawancara A, 07 Agustus 2018).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa terkait dengan
sosidisas dilakukan dengan cara mengundang para pemangku kebijakan dan
masyarakat untuk melakukan pertemuan disatu tempat kemudian diberikan
sosialisasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya salah satu hasil
wawancara dengan informan berikutnya yaitu selaku Staf. Fungsional
Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“Terakhir sosialisasi tahun 2016 bersama UNICEF dan berlangsung sehari dan
di ikuti sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari calon Fasilitator SIPBM,
SKPD terkait yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dll, serta
tokoh masyarakat”, (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sosiaisasi terakhir kali
dilakukan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dua tahun
terakhir ini tidak lagi dilakukan. Hasil ini dibuktikan dengan hasil observas
langsung dilapangan oleh peneliti, dimana peneliti tidak melihat adanya kegiatan
sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa. Selanjutnya hasil wawancara dengan

informan berikutnya yaitu selaku Perangkat Desa mengatakan :
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“Sosialisasi diadakan secara musyawarah, yang artinya sosialisasi harus
dilakukan dengan mengundang masyarakat setempat agar masyarakat juga
mengetahui mengenai rancangan program yang akan dilakukan pemerintah”
(Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).

Dengan hasil ini dapat dikatakan sosiadlisasi dilakukan dengan musyawarah
yaitu mengumpulkan masyarakat setempat kemudian menjelaskan mengenal
kegiatan yang akan dilakukan. Hasil ini sesuai dengan observas langsung
kelapangan dimana peneliti melihat ada beberapa desa yang melakukan pertemuan
kemudian petugas yang bertugas menerangkan jenis kegiatan yang akan dilakukan
dan juga tahapan-tahapan apa sgja yang akan dilakukan. Tetapi adapula desa yang
tidak melakukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan banyak faktor salah satunya
faktor waktu, dimana sebagian masyarakat sibuk bekerja sosialisasi dilakukan
ketika ada proses pendataan dari rumah kerumah. Hal ini dianggap efektif
dikarenakan sebagian masyarakat tidak memiliki waktu untuk berkumpul pada
satu tempat dan melakukan sosiadlisasi. Selanjutnya hasil wawancara dengan
informan berikutnya yaitu selaku SEKDES mengatakan :

“Dilaksanakan dengan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang
terlibat maupun masyarakat kemudian dijelaskan mengenai kegiatan yang akan
dilakukan” (Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018 ).

Adapun hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Ketua LPMT yang
mengatakan :

“Menyangkut kegiatan ini dilaksanakan dengan baik, terakhir sosialisasi
dilakukan pada tahun 2016 yang berlangsung dikantor bupati bersamatiga desa
lainnya yang ada di kabupaten Takalar.”(Hasil wawancara HM, 20 Agustus
2018).
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Tidak jauh berbeda dengan jawaban dari informan berikut yaitu selaku Kasubid
Pemerintahan yang mengatakan :

“Sosialisasi dilakukan di kantor Bupati, terakhir dilaksanakan pada tahun 2016
bersamaan dengan tiga desa lainnya yang ada di Kabupaten Takaar. Sosialisas
dilakukan dengan memberikan arahan kepada setiap wakil dari desa masing-
masing yang akan diberikan tugas untuk mendata setiap warga yang ada
didusun mereka. Diharapkan dengan diberikannya sosialisasi ini maka akan
mempermudah pemerintah dalam pelaksanaan SIPBM.”(Hasil wawancara H,
23 Agustus 2018).

Jawaban yang sama pun dikatakan oleh informan berikut ini selaku Kepala
Desa yang mengatakan :

“Sosialisasi terakhir kali di selenggarakan itu pada tahun 2016 di kantor
Bupati. Y ang menghadiri sekitar 50 orang dari tiga desa yang ada di Kabupaten
Takalar. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat yang mewakili desa masing-
masing dapat menjelaskan mengena kegiatan apa sgja yang akan dilakukan.
Sehingga dengan adanya mereka dapat membantu tugas desa dalam sosialisasi
mengenai SIPBM.” (Hasil wawancara S, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa
pemerintah setempat melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang terlibat
serta masyarakat setempat dan kemudian melakukan sosiadlisasi  dengan
masyarakat.

2. Training Of Trainer (TOT)

Tujuan kegiatan ini Memberi kemampuan kepada para peserta pelatihan agar
menguasai semua tahapan pengel olaan dan pelaksanaan kegiatan SIPBM, dan siap
mentransformasikan kemampuan tersebut secara teknis operasional kepada para
caon faslitator SIPBM di daerah melalui suatu proses pelatihan. Adapun
persiapan kegiatan yang dilakukan antaralain :

a. Waktu dan Tempat Kegiatan
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Dilaksanakan selama 3 hari, 2 ruang kelas yang terpisah, bersih dan nyaman

serta memungkinkan untuk melakukan diskusi, uji cobadan simulasi

b. Alat dan Bahan

1.

7.

Tempat kegiatan

Spanduk dan tentative acara

Sound system,

Flipchat,
ATK peserta (Instrumen Keluarga/lK, Penjelasan pengisian 1K, block note,
pulpen dan pinsil serta penghapus karet)
Intrumen keluarga / 1K dalam ukuran besar/jumbo (dapat dibuat dalam
bentuk baliho)

Komputer/Laptop, Printer, LCD

c. Materi Pendukung

1) Jadwa TOT

2) Hand-out Presentas (a. Konsep Dasar SIPBM; b. Peran dan Fungsi

Fasilitator; c¢. Simulasi Individual; d. Simulasi Berpasangan; e. Simulasi
Fragmentasi; f. Simulasi Kasus dan try-out; g. Format Refleksi; h. Teknik
Wawancara; i.Format RTL; j. IK SIPBM; k. Panduan IK-SIPBM; I.

Teknik Rekrutmen Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Desa)

3) Materi lainnya (ikut dilampirkan jika dibutuhkan)

4) Metode Y ang digunakan

1) Presentasi

2) Diskus dan tanya Jawab
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3) RolePlay

4) Simulasi/ Kunjungan Rumah

5) Curah pendapat/ Barainstorming

6) Peatih

1) Tim SIPBM/Fasilitator Nasional

2) Peserta
Tim SIPBM Kabupaten/fasilitator daerah (jumlah tergantung pada
kebutuhan masing-masing kabupaten/desa secara proporsional)

3) Kriteria Peserta
Bappeda dan SKPD terkait, PERS, LSM/NGO (diutamakan LSM lokal di
Kecamatan/Kab). Pelaku Program Pemberdayaan, Unsur BPS Kabupaten,

Unsur Perguruan Tinggi, unsur Pemerintah Kecamatan;,

1) Diutamakan bukan peabat struktural/penentu kebijakan, karena
dihawatirkan tidak punyawaktu cukup untuk membantu;
2) Cukup punya waktu, komitmen dan peduli terhadap issu-issu sosial
kemasyarakatan,
3) Berpengalaman dalam program pemberdayaan masyarakat (bukan syarat
utama).
Training of trainer (TOT), merupakan pelatihan yang diperuntukkan
untuk orang yang diharapkan setelah pelatihan mampu menjadi pelatih serta
mampu mengaarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain terkait

program yang akan dilaksanakan. Berikut hasi wawancara dengan informan
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pertama yang terkait dengan TOT yaitu sdaku Kasub. Sosia Budaya
BAPPEDA yang mengatakan :

“Sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah desa dalam ha
sosialisasi mengenai yakni kegiatan sipbm yang akan dilakukan” (Hasil
wawancara A, 07 Agustus 2018 ).

Berdasarkan hasil diatas maka dapat dijelaskan bahwa peran TOT sangat
membantu pemerintah setempat dalam sosialisasi mengenai kegiatan yang akan
dilakukan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil observasi langsung
yang dilakukan oleh peneliti dimana ada beberapa masyarakat yang dilatih
untuk menjelaskan kembali kepada warga setempat. Dengan adanya TOT
sangat membantu pemerintahan setempat dalam menjelaskan kegiatan apa
yang akan dilakukan. Selanjutnya hasil wawancara informan kedua yaitu
selaku Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“Dilaksanakan oleh Kabupaten untuk memudahkan ke camat, desa. Hal ini
bertujuan untuk mempermudah pekerjaan rumah pemerintah kecamatan”
(Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018 ).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa TOT
dilaksanakan ole kabupaten agar memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh
camat maupun desa. Selanjutnya hasil wawancara informan berikutnya yaitu
selaku Perangkat Desa yang mengatakan :

“Membantu pendata dalam memberikan kemampuan ataupun bimbingan
terkait penguasaan seluruh tahapan pelaksanaan soal kegiatan pendataan.”
(Hasil wawancaraHNS, 13 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan ketiga bahwa TOT yang dilakukan

sangat menbantu pendata untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
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Dengan adanya TOT yang diberikan kepada pendata, dapat mengurangi risiko
kesal ahan pendataan masyarakat. Sehingga hasil data dapat sesuai dengan yang
diharapkan. Hasil ini sesuai dengan observasi langsung yang dilakukan
peneliti. Dimana peneliti mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh
pendata, terlihat pendata begitu terampil dalam melakukan pendataan begitu
pula ketika mengisi data-data yang diperlukan. Selanjutnya hasil wawancara
informan keempat yaitu selaku SEKDES yang mengatakan :

“Peran TOT sangat membantu dalam membantu pemerintah desa dalam
sosialisai mengenai kegiatan yang akan dilakukan” (Hasil wawancara N,
16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan keempat dapat dikatakan bahwa
adanya TOT sangat membantu pemerintah desa dalam melakukan sosiaisas
mengenal kegiatan yang akan dilakukan. Hasil wawancara informan berikutnya
yaitu selaku Ketua LPM T yang mengatakan :

“Menyangkut dengan kegiatan TOT sangat-sangat membantu, karena
dengan adanya kegiatan ini maka orang yang telah diberikan pelatihan
dapat membantu menjelaskan kepada orang lain menyangkut dengan
kegiatan yang akan dilakukan.” (Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Jawaban yang hampir sama dikatakan oleh selaku Kasubid Pemerintahan
yang mengatakan :

“Bagus sekali, karena kegiatan TOT memberikan pelatihan kepada
pendata untuk mendapatkan pelatihan bagimana cara mendata masyarakat.
Ini akan mempermudah proses pendataan. Dengan adanya kegiatan ini
diharapkan tidak terjadi yang namanya kesalahan data. (Hasil wawancara
H, 23 Agustus 2018).

Jawaban yang hampir sama juga dikatakan oleh selaku Kepala Desa

Pemerintahan yang mengatakan :
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“TOT atau dikatakan Training Of Trainer itu merupakan kegiatan yang
diberikan oleh pendata agar dapat memahami dengan bailk mengenal
prosedur dan tata cara mengisi instrument pendataan. Dengan adanya
TOT, dapat membantu pendata untuk lebih memahami lagi tugas yang
diberikan kepada mereka. (Hasil wawancara S, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan beberapa keterangan dari informan, sehingga dapat
dismpulkan bahwa peran TOT sangat penting agar pendata dapat mengerti
dengan baik tugas yang diberikan kepada mereka. Tidak hanya itu TOT juga
sangat membantu dalam mempercepat pendataan. Hasil ini sesual dengan hasil
observas langsung yang dilakukan oleh peneliti.

3. Pelatihan Pendata

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, dan pengetahuan
teknis tentang pengumpulan data menggunakan kuesioner pendataan SIPBM atau
yang dikenal dengan Instrumen Keluarga (IK) SIPBM serta memberikan
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku positif bagi tenaga pendata atau
pencacah dan kepala Desadi dalam melaksanakan pendataan.

Pelatihan pendata, direkrut oleh para kepala desa/dusun sehingga yang menjadi
pendata merupakan perwakilan masyarakat yang berasal dari lokasi sasaran dan
tidak diperbolehkan pendata dari lintas/|uar lokasi sasaran. Sebab merekalah yang
mengetahui secara pasti kondisi wilayah dan masyarakat yang bermukim
diwilayah tersebut. Pelatihan ini dijelaskan kepada tugas tentang pemetaan
wilayah pendataan, dan melatih mereka tentang tata cara pengisian instrumrn
pendataan, dan melatih mereka tentang tata cara mewawancara responden agar

tidak merasa dipaksa untuk memberikan data. Hasil wawancara responden
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berdasarkan indikator pelatihan pendata yaitu selaku Kasub. Sosia Budaya
BAPPEDA mengatakan :

“Dengan cara setiap calon pendata diseleksi dengan syarat calon pendata
harus orang yang benar-benar penduduk asli dan memahami watak budaya
warga setempat. Pelatihan pendataan dilakukan pelatihan mengenal
bagaimana cara melakukan pendataan yang benar.” (Hasil wawancara A, 07
Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan pertama dapat dijelaskan bahwa
untuk menjadi seorang pendata harus melalui tahap seleksi dengan syarat calon
pendata harus orang yang mengerti watak dan budaya warga setempat agar
pendata dapat dengan mudah mendapatkan informasi atau data yang diperlukan..
Hasil ini diperkuat dengan hasil observasi langsung yang dilakukan pendliti,
dimana peneliti mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pendata. Dari beberapa
pendata yang peneliti amati, rata-rata pendata adalah orang asli daerah tersebut
dan juga mengenal sangat baik budaya dan watak para warga sekitar, sehingga
proses pendatan warga berjalan dengan santai dan penuh dengan candaan. Peneliti
merasakan suasana penuh kekeluargaan dalam proses pendataan. Selanjutnya hasil
wawancara informan berikutnya yaitu selaku Staf. Fungsional Perencanaan
BAPPEDA yang mengatakan :

“perekrutan pelatihan pendata dilakukan dengan memilih pendata sesuai
dengan lokasi pendata. Kemudian pelatihan pendata dilakukan dengan
bersurat kedesa untuk direkrut, isi materinya bagaimana, dan bagaimana cara
mengisi instrument.” (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pengrekrutan
pel atihan pendata harus benar-benar sesuai dengan lokasi sasaran dan kemudian di

lanjut dengan perekrutan dengan menyurat ke desa, dimana isinya mengenai
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materi dan bagaimana tata cara mengisi instrument-instrument yang ada di form.
Selanjutnya hasil wawancara informan ketiga yaitu selaku Perangkat Desa yang
mengatakan :

“perekrutan pelatihan pendata itu dilakukan di setiagp desa / perwakilan
dengan maksud di tunjuk untuk mendata dan dengan seseual lokas sasaran,
prosedur pengumpulan data asa usia O — 18 dari masyarakat yang
dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk dimanfaatkan masyarakat untuk
mengetahui permasalahan pendidikan dan mencari cara untuk mengatasinya.
”, (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018 ).

Berdasarkan hasil diatas dapat dijelaskan bahwa setigp dusun memiliki
perwakilan pendata masing-masing untuk melakukan pendataan, serta pelatihan
pendata dilakukan untuk mengetahui permasalahan pendidikan dan mencari cara
untuk mengatasinya. Hasil ini sesuai dengan hasil observasi langsung yang
dilakukan peneliti, dimana setigp dusun memiliki masing-masing perwakilan
untuk pendataan pada desa masing-masing. Sehingga dapat mempercepat
pendataan di desa tersebut. Selanjutnya hasil wawancara informan berikutnya
yaitu selaku SEKDES yang mengatakan :

“Perekrutan dilakukan di desa masing-masing dimana setiagp desa satu
pendata sehingga dapat mempercepat proses pendataan yang ada di desa
Pelatihan diberikan agar pendata dapat mengisi format yang baik dan benar,
selain itu pelatihan pendata juga dilakukan untuk mensosialisasikan informasi
pembangunan.” (Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018 ).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat dijelaskan bahwa setiap
dusun memiliki perwakilan masing-masing untuk pendataan, serta untuk
mensosiaisasikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Hal ini dapat
mempercepat proses pendataan. Hasil ini sesua dengan keterangan informan

sebelumnya, dimana setiap desa memiliki perwakilan pendataan sehingga proses
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pendataan akan lebih cepat. Hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku
KetuaLPMT yang mengatakan :

“Menyangkut dengan pengrekrutan pendata itu dipilih berdasarkan
perwakilan setiap dusun. Jadi mereka inilah yang mengetahui situasi yang ada
didusun mereka masing-masing sehingga pendata akan lebih mudah untuk
melakukan pendataan, dan responden akan terlihat tidak ada unsur paksaan
dalam memberikan data yang diinginkan, dan mendapatkan data sedetail
mungkin dari masyarakat.” (Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Hasil yang hampir sama dikatakan oleh selaku Kasubid Pemerintahan yang
mengatakan :

“Pengrekrutan pendata itu dilaksanakan atau dipilih oleh desa yang mewakili
setigp desa. Karena perwakilan inilah yang dinilai dapat mewakila watak atau
kondisi di dusun mereka masing-masing.” (Hasil wawancara H, 23 Agustus
2018).

Adapun hasil wawancara informan selanjutnya yaitu selaku Kepala Desa
yang mengatakan :

“Pendata itu direkrut dari dusun masing — masing, dimana setiap pendata ini
mewakili warga dari dusun mereka. Y ang mengerti suasana dan kondisi yang
berada di dusun mereka. Ini sangatlah penting dalam melakukan pendataan
agar responden tidak merasa dipaksa dalam memberikan data.” (Hasil
wawancara S, 27 Agustus 2018 ).

Berdasarkan beberagpa hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa
pengrekrutan pendata dilakukan oleh permerintah setempat dengan perwakilan
setigp dusun serta adasan dilaksanakannya pelatihan pendata yaitu untuk
mengetahui permasalahan pendidikan dan mencari cara untuk mengatasinya serta
mendapatkan data yang akurat dari masyarakat. Hal ini diharapkan setiap
perwakilan memahami situasi yang ada di dusun mereka msing-masing sehingga

dapat mempermudah dalm proses pendataan.
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4. Pendataan

kgujuran Pendataan, merupakan orang yang mendata dan mengunjungi
beberapa rumah agar mendapat informasi dan hasil yang akurat. Mengunjungi
dari rumah kerumah dianggap efektif dalam menghasilkan data yang akurat.
Setiap pendata berkewajiban sebanyak 55 KK hungga 70 KK. Beberapa hal yang
perlu diperhatikan antara lain pendata maupun kepala keluarga (KK) yang didata
untuk memberikan data yang sebenarnya. Pendata harus mengunjungi dari rumah
kerumah untuk menghimpun informasi. Respondennya adalah setiap kepala
keluarga bukan rumah tangga. Pendata juga harus memberikan tanda setiap rumah
yang telah didata agar tidak terjadi pendataan ganda. Agar data yang dihasilkan
pun akurat, maka pendata juga dituntut cermat, ketelitian dan ketekunan. Adapun

data hasil pendataan yang diperoleh peneliti sebagai berikut :

Dari hasil wawancara wawancara responden menyangkut bagaimana yang
dilakukan para pendata ketika turun kelapangan untuk mendapat hasil data yang
akurat yaitu selaku Kasub. Sosia Budaya BAPPEDA mengatakan :

“Dengan melakukan wawancara responden atau masyarakat yang hendak di
data sesuai dengan petunjuk instrument kemudian memberikan atau
menempelkan cap bertanda bahwa rumah masyarakat tersebut telah di data,
Materi pendataan berupa jumlah penduduk secara terperinci, anak usia
sekolah berdasarkan usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun,
anak/penduduk yang belum sekolah, anak yang putus sekolah, aasan tulus
tidak lanjut sekolah dan jumlah KK”, (Hasll wawancara A, 07 Agustus 2018

).
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa untuk
mendapatkan hasil data yang akurat maka pendata mewawancarai responden atau

masyarakat yang hendak di data dengan memberikan atau menempelkan cap
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bertanda bahwa rumah tersebut telah di data agar memudahkan pendataan dan
tidak membuat keliru. Materi yang diberikan kepada pendata berupa jumlah
penduduk, jumlah anak sekolah berdasarkan usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-
18 tahun, anak yang belum sekolah dan yang putus sekolah dan jumlah KK yang
ada di daerah tersebut. Hasil ini sesuai dengan pengamatan langsung yang
dilakukan oleh peneliti dimana, pendata mendatangi dari rumah kerumah
kemudian melakukan wawancara langsung kepada warga atau setiap kepala
keluarga dan pendata mengisi format yang ada. Hasil wawancara informan
berikutnya yaitu selaku Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang
mengatakan :

“Si pendata Mendata dari rumah ke rumah dan mencap dalam artian memberi
label agar memudahkan mana rumah yang telah di data dan yang belum
terdata. Setelah itu menunggu hasil dari informasi s pendata’, (Hasil
wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berdasarkan dari keterangan informan berikutnya dapat dijelaskan bahwa,
untuk mendapatkan hasil yang akurat pendata mendatangi rumah warga satu
persatu kemudian mewawancarai secara langsung untuk mendapatkan hasil yang
akurat. Hasil ini sesuai dengan penjelasan hasil wawancara yang pertama, dimana
menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil data yang akurat, pendata
mewawancarai responden atau masyarakat secara langsung. Caraini dinilai efektif
untuk mengantisipasi rislko data yang tidak akurat atau data yang tidak
sebenarnya. Adapun hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Perangkat

Desa mengatakan :
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“Mewawancaral responden sesuai format apa-apa yang telah dibagikan
sebelumnya itu akan nantinya yang dilakukan menjadi bahan oleh si pendata
ke responden”, (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak jauh
berbeda dengan hasil wawancara informan sebelumnya yang mengatakan bahwa
untuk mendapatkan hasil yang akurat pendata mewanwancarai responden dan
kemudian mengisi format yang ada. Hasil ini membuktikan bahwa untuk
mendapatkan hasil yang akurat langkah yang ampuh dilakukan vyaitu
mewawancarai secara langsung responden yang ingin didata dengan cara
mendatangi rumah responden satu persatu. Adapun hasil wawancara informan
berikutnya yaitu selaku SEKDES yang mengatakan :

“melakukan wawancara langsung dengan masyarakat setempat. Biasanya
dilakukan dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah
bagaimana suasana saat wawancara tersebut berjalan dengan baik.” (Hasil
wawancara N, 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas tdak jauh berbeda dengan hasil
wawancara informan sebelumnya. Yaitu dengan wawancara warga setempat
dengan menggunakan metode bahasa daerah agar proses pendataan bisa berjalan
dengan baik dan mendapatkan hasil yang akurat. Hasil menjelaskan bahwa dalam
melakukan wawancara ada baiknya menggunakan bahasa sehari-hari yang
digunakan masyarakat setempat agar masyarakat dengan cepat mengerti apa yang
ditanyakan oleh pendata. Hasil wawancara informan baerikutnya yaitu selaku
KetuaLPMT yang mengatakan :

“Biasanya pendata turun kelapangan dengan mewawancarai secara langsung
narasumber dalam hal ini adalah masyarakat. Itu merupakan metode yang
efektif untuk mendapatkan data yang akurat. Pendata juga biasanya memilih
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waktu wawancara di sore hari, karna biasanya kepala keluarga sudah pulang
dari aktivitasnya, sehingga akan mempermudah lagi dalam proses
pendataan.” (Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Hasil yang hampir sama dilontarkan informan barikut ini yaitu selaku
Kasubid Pemerintahan yang mengatakan :

“Pendata mendatangi rumah warga satu persatu kemudian melakukan
pendataan dengan narasumber kepala keluarga atau yang dapat mewakili
kepala keluarga. Pendata juga harus pintar-pintar memilih narasumber untuk
melakukan wawancara jangan sampai informas yang diberikan tidak sesuai
dengan yang sebenarnya.” (Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Jawaban yang sama pun dikatakan informan berikut ini yaitu selaku Kepala
Desa yang mengatakan :

“Yang sering dilakukan yaitu wawancara langsung dengan narasumber yang
akan didata. Ini masih menjadi metode yang efektif dalam memperoleh data
yang akurat. Sehingga dapat mengurangi risiko salah data.” (Hasil wawancara
S, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan beberapa hasil informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa
yang dilakukan pendata ketika turun kelapangan adalah mendatangi rumah warga
satu persatu kemuadian melakukan wawancara langsung kepada kepala keluarga.
Materi yang diberikan kepada pendata berupa jumlah penduduk, jumlah anak
sekolah berdasarkan usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun, anak yang
belum sekolah dan yang putus sekolah dan jumlah KK yang ada di daerah tersebut
Hasil ini sesua dengan observasi langsung yang dilakukan oleh pendliti dimana
terlinat bahwa pendata mendatangi rumah warga satu persatu kemudian
melakukan proses pendataan.

5. Pemrosesan Data
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Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan praktik pemeriksaan isian data yang
telah terkumpul melalui Instrumen Keluarga (IK) SIPBM, sekaligus melakukan
praktik perbaikan data yang tidak sesuai pengisiannya sebagaimana yang diatur
pada Panduan Pengisian IK SIPBM, termasuk di dalamnya cara mengisi data yang
baik, benar dan lengkap. Peta masing-masing identitas data yang harus dikgji
ulang melalui praktik pemeriksaan dan perbaikan sesuai dengan Panduan
Pengisian IK SIPBM sebagai berikut:

a Keterangan Lokasi

Bagian ini merupakan struktur hirarki kode wilayah (Kodewil) dari provinsi
sampai RW dan RT dari mana responden berasal. Sebagai reference-file,
keterangan lokasi ini adalah salah satu komponen validas data yang sangat
penting, yang mutlak harus diisi oleh pendata dengan baik dan benar.

b. Pengesahan Pencacahan

Bagian ini diisi oleh data identitas responden, pendata, dan pemeriksa, yang
digunakan untuk mengecek keabsahan data instrumen ini untuk diolah
berdasarkan triangulas responden-pendata-pemeriksa. Keabsahan data
dinyatakan sah jika ketiga nama dan tanda tangan mereka tertera pada
instrumen pengumpul data.

c. Keterangan Kepala Keluarga

Bagian ini diis oleh data tentang identitas, kepemilikan kartu keluarga, dan
pekerjaan utama kepala keluarga responden sumber data berdasarkan kode
pekerjaan yang tersedia (al.: kode 1 untuk Pegawai Negeri, kode 2 untuk

Pegawal Swasta dst.)
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d. Perumahan

Bagian ini diisi oleh data tentang status kepemilikan dan kondis atap, dinding,
dan lantai rumah yang ditinggali oleh responden sumber data.

Sanitasi dan Penerangan

Bagian ini diis oleh data tentang kepemilikan dan jenis jamban, sumber
penerangan dan sumber air minum beserta kualitasnya, serta jarak antara
sumber air minum dengan septic tank.

Kesehatan

Bagian ini diisi oleh data tentang jumlah anak yang lahir dan masih hidup serta
tinggal pada kabupaten yang sama, peristiwa kehamilan dan kelahiran serta
pertolongan kelahirannya, di samping juga ditanyakan tentang pemberian ASI
Eksklusif pada bayi berusia 6-12 bulan, peristiwa kematian bayi, dan konsumsi
garam beryodium.

Fasilitas Pendidikan Terdekat

Bagian ini diisi oleh data tentang fasilitas pendidikan, dari PAUD sampai
sekolah menengah, termasuk jarak, alat transportasi yang digunakan, dan
waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai fasilitas pendidikan

tersebut.

. Fasilitas Kesehatan Terdekat

Bagian ini diis oleh data tentang fasilitas kesehatan, dari tingkat Poskesdes
sampai Rumah Sakit, termasuk jarak, alat transportasi yang digunakan, dan

waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai fasilitas kesehatan tersebut.

Lainnya
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Bagian ini diisi data tentang bantuan Pemerintah Pusat/Daerah yang pernh
diterima oleh salah seorang anggota keluarga untuk kesehatan, pendidikan, dan
bantuan sosial/ekonomi dalam satu tahun terakhir (kalau ada)

Data Keluarga

Bagian ini diis oleh data tentang informasi mengena anggota keluarga yang
tingga bersama, yang meliputi antara lain: nama, NIK, hubungan dengan
kepala keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir dan umur, pendidikan tertinggi,
riwayat imunisasi bagi yang berusia dini, kepemilikan akte kelahiran, informasi
tentang penyandang cacat dan sebabnya, status marital, kegiatan anak usia 0-6
tahun, informasi tentang jenjang dan lokasi pendidikan yang sedang ditempuh,
dan informasi/alasan tentang mereka yang tidak sedang mengikuti pendidikan.
Informasi lainnya adalah informasi tentang anggota keluarga yang bekerja, dan
tentang melek huruf latin, arab, serta agama yang dianut.

Berikut adalah alur dari tahapan pemroosesan data :

Gambar 4.2

Data Hasil Survei pendata

l

Editing

v

Rekapitulasi Data sementara

Tahap pemrosesan data terdiri dari editing (pemeriksaan) dilakukan untuk

memeriksa hasil dataan dan apabila ada kesalahan dalam pengisian kuesioner

maka kuesioner tersebut dikembalikan pada pendata untuk disempurnakan
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kembali kepada pendata untuk disempurnakan kembali dengan melakukan
interview pada responden, entri data, serta pengolahan data dan tabulasi. Hasiinya
adalah rekapitulasi data sementara penduduk dan kemiskinan yang disgjikan
dalam bentuk hard copy (print out) sebagai acuan untuk rekonfirmasi data.

Hasil rekonfirmasi ini selanjutnya akan menjadi angka tetap. Adapun hasil
wawancara yang dilakukan peneliti berkaitan dengan indikator pemrosesan data
yaitu selaku Kasub. Sosial Budaya BAPPEDA mengatakan :

“Memberikannya kepada staf desa hasil pendataan tersebut dan kemudian
diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab yang akan disusun untuk
mendapat hasil yang akurat”, (Hasil wawancara A, 07 Agustus 2018).

hasil yang sama didapatkan dari wawancara informan berikutnya yaitu selaku
Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“Hasil data diferifikasi oleh tim ferifikator kemudian di Imput ke pendata
untuk memeriksa kembali lagi hasil pendataan apa bila terjadi kesalahan
data”’, (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berikut pula hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku_Perangkat
Desa mengatakan :

“Memberikan data tersebut kepada operator di desa kemudian memeriksa
kembali data apakah hasil tersebut masih terdapat kesalahan dan setelah
didapat masing-masing data disusun.” (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus
2018).

Hal senada yang di sampaikan wawancara informan berikutnya yaitu selaku

SEKDES mengatakan :

“Prosesnya yaitu seluruh hasil pendataan akan dilakukan pemeriksaan isian
data yang telah dikumpul melalui instrumen keluarga kemudian melakukan
perbaikan data staf yang telah ditugaskan . (hasil wawancara N, 16 Agustus
2018).
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Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa, pemrosesan data dilakukan dengan memberikannya
kepada staf yang bertugas kemudian petugas memeriksa kembali data yang telah
diberikan sesuai, setelah itu data tersebut diferifikas ulang agar menghindari
terjadinya kesalahan data. Tahap ini dilakukan oleh staf desa agar pendataan
benar-benar akurat. Hasil ini sesuai dengan observasi langsung yang dilakukan
oleh peneliti, dimana setelah staf desa yang bertugas mendapatkan kumpul
pengisian data dari responden, staf desa yang ditugaskan memeriksa kembali data
yang telah diberikan. Jika terdapat data yang tidak sesuai maka pendata yang
ditugaskan mewawancarai kembali responden atau masyarakat. Hasil wawancara

selanjutnya dengan informan lainnya yaitu selaku Ketua LPMT yang mengatakan

“Setelah hasil didapatkan, biasanya hasil tersebut diberikan kepada staf desa
yang bertugas untuk mengumpulkan berkas. Setelah itu memeriksa kembali
data-data tersubut sebelum di imput. Jika terjadi kesahan pendataan maka
akan di data ulang oleh pendata yang diberi tugas. Hal ini bertuan agar tidak
terjadi kesalahan data dengan yang ada dilapangan.”(Hasil wawancara HM,
20 Agustus 2018).

Jawaban yang sama dikatakan oleh informan berikutnya yaitu selaku
Kasubid Pemerintahan yang mengatakan :

“Biasanya setelah hasil pengisian data semua telah didapatkan, kemudian data
tersebut dikumpulkan dan melakukan perbaikan data dimana cara mengis
data yang baik dan benar di desa dan akan di periksa kembali oleh staf desa
yang bertugas. .”(Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Hasil yang sama juga dikatakan oleh informan selanjutnya yaitu selaku

Kepala Desa yang mengatakan :
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“Dikumpulkan ke petugas desa yang bertugas, kemudian setelah dianggap
data tersebut sudah sesuai barulah diimput.”(Hasil wawancara S, 27 Agustus
2018).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara informan diatas, maka dapat
dismpulkan bahwa tahapan selanjutnya ketika pengisian pendataan semua
masyarakat selesai yaitu dikumpulkan ke kantor desa dan kemudian akan di
periksa kembali oleh satf desa yang bertugas apakah masih terdapat kesalahan
pengisian data yang telah diatur pada panduan pengisian IK SIPBM dan itu harus
di kaji secara baik dan benar. Setelah data sudah dianggap benar maka tahap
selanjutnya yaitu mengimput data yang sudah ada.

6. Rekonfirmas Data

Kegiatan ditujukan untuk memperbaiki kesalahan data yang diperoleh pada
database awal SIPBM, yang meliputi kesalahan pengisian data atau adanya output
data yang tidak rasional, sehingga diperoleh database akhir yang validitas dan
reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan sebaga gambaran
status pembangunan yang ada dan tindak lanjut kebijakan pembangunan yang
diperlukan. Adapun persigpan kegiatan yang dilakukan yaitu :
a.  Waktu dan tempat Kegiatan

Waktu yang dibutuhkan 2 — 3 hari, terdiri dari sehari untuk mengidentifikas
data yang error dan 2 hari untuk mencetak, dan jilid dokumentas hasiinya.
Tempatnya di ruangan yang cukup lapang dan bersih sertatersedia fasilitas listrik.
Data yang akan diperbaiki ditampilkan menggunakan LCD Projector atau
dan/atau format pendukung lainnya untuk mempermudah proses verifikas dan

perbaikan data..
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b. Alat dan Bahan yang harus dipersiapkan :
1. Komputer/laptop, LCD Projector
2. Pensil/pulpen
3. Kabdl roll
4. Printer
5. KertasHVS
c. Materi Pendukung
1. Pedoman cleaning data (terlampir)
2. IK yang telah diedit
3. FileIK Hasil Entri Data
4. Aplikasi CSPro5 for Windows
5. Tutoria penggunaan aplikasi entri data
6. Kartu kontrol entri data
7. Tabel monitoring perkembangan entri data
8. Materi lainnya (ikut dilampirkan jika dibutuhkan)
d. Peserta
1. Tim entry yang dilatih
2. Koordinator Tim Entry (mentor)
3. Tim Fasilitator SIPBM daerah sebagai pendamping.
e. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1. Kelengkapan Variabel yang dientri atau rangkuman data; contoh : Jumlah
Penduduk menurut Kelompok Umur harus sama dengan Jumlah Penduduk

menurut Jenis Kelamin.
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2. Logis tidaknya data yang sudah dientri; contoh : Anak Usia 6 Tahun

sangat tidak mungkin sekolah di jenjang SLTP atau SLTA

Hal yang menarik dari kegiatan berikut adalah, melakukan rekonfirmasi data.
Pada proses ini setigp orang memiliki hak untuk bicara untuk mengoreksi data
yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Legitimas rekonfirmas
ditunjukkan dengan penandatanganan bicar secara kesepakatan hasil
rekonfirmasi. Berita acara ini ditandatangani oleh kepala desa/lurah, perwakilan
BPD/LKMD, masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan perwakilan
rakyat dari setiagp dusun. Adapun hasil wawancara dari informan berkaitan
dengan indikator rekonfirmas yaitu selaku Kasub. Sosial Budaya BAPPEDA
mengatakan :

“Memeriksa ulang kembali data secara keseluruhan yang telah didapatkan
sehingga terhindar dari data yang tidak sesual dengan kondis yang
sebenarnya sehingga dapat diperoleh database akhir” (Hasil wawancara A, 07
Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa rekonfirmas
dilakukan dengan memeriksa ulang kembali data yang telah didapatkan dari
pendata sehingga terhindar dari kesalahan data agar mendapatkan database akhir
yang bisa dipertanggungjawabkan. Hasil yang sama dari wawancara informan
berikutnya yaitu selaku Staf. Fungsional Perencanaan BAPPEDA mengatakan :

“mengumpulkan kembali dan melakukan rekonfirmas ulang atapun
pemeriksaan ulang, setelah data dianggap benar kemudian diserahkan kepada
kepala desa dan pihak yang bertanggung jawab” (Hasil wawancara SRS, 10
Agustus 2018).

Hal senada yang di sampaikan wawancara informan berikutnya yaitu selaku

Perangkat Desa mengatakan :
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“Memeriksa kembali data yang terimput sesuai yang tertera di KK atau KTP
dengan hasil pendataan yang telah di rekonfirmasi” (Hasil wawancara HNS,
13 Agustus 2018).

Sedangkan hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku SEKDES
mengatakan

“Biasanya data yang telah dikumpulkan dari awal akan diperiksa kembali
melakukan rekonfirmasi data agar tidak terdapat database yang salah ketika
input database akhir dilakukan ”(Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara ketiga informan diatas maka dapat dijelaskan bahwa
rekonfirmasi data dikumpulkan ke desa dan kemudian data tersbut disesuaikan
dengan data yang ada di KK atau KTP setelah semuanya telah diperiksa barulah
data tesebut di imput. Hasil data yang telah direkonfirmas diharapkan tidak
terdapat data yang tidak sesual atau kesalahan pengisian data sehingga diperoleh
database akhir yg dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini sesua dengan hasil
observas langsung yang dilakakukan oleh peneliti, dimana staf desa memeriksa
ulang data yang diberikan sesuai dengan KK atau KTP warga setelah itu barulah
diimput ke computer. Hasil data ini diharapkan sesuai sehingga tidak diperlukan
lagi pendataan ulang. Hasil wawancara informan berikutnya yaitu selaku Ketua
LPMT yang mengatakan :

“Menyangkut proses rekonfirmasi data, biasanya terdapat responden yang
memberikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga
harus diadakan rekonfirmasi data. Hal ini sangat merugikan karena data yang
diharapkan adalah data yang actual sehingga pemerintah dapat merancang
jenis kegiatan apa yang harus dilakukan agar pembangunan dapat berjalan
dengan baik. ”(Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018 ).

Hasil yang sama dikatakan oleh informan berikut yaitu selaku Kasubid

Pemerintahan yang mengatakan :
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“Hal inilah yang sangat penting dilakukan, mengapa, karena terkadang
masyarakat memberikan informasi yang mengada-ngada atau tidak sesuai
denga yang ada dilapangan.”(Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Jawaban yang sama juga dikatakan oleh selaku Kepala Desa yang
mengatakan :

“Sering kejadian ada beberapa masyarakat yang memberikan informasi yang
tidak sesuai dengan yang ada dilapangan, faktor ini dikarenakan ketika
pendata datang ke rumah warga, kepala keluarga atau yang dapat mewakili
tidak berada di rumah, melainkan hanya anak nya sga, sehingga kadang
pendata hanya mewawancarai anaknya saja untuk mempersingkat waktu,
makanya rekonfirmasi data wajib dilakukan untuk mengoreksi data-data yang
didugatidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.”(Hasil wawancara S,
27 Agustus 2018).

Dari beberapa jawaban diatas sehingga dapat dikatakan bahwa, proses
rekonfirmasi ulang data yang didapatkan sangatlah penting. Hal ini dikarenakan
terdapat beberapa warga yang memberikan informas yang salah dan tidak sesuai
dengan apa yang terjadi dilapangan.

Program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat adalah program
yang melibatkan setiap kegiatan dalam proses kegiatan pembangunan. Sehingga
ketelibatan masyarakat disini sangatlah penting. Peneliti mewawancarai beberapa
masyarakat terkait dengan program SIPBM. Peneliti ingin mengetahui sejauh
mana masyarakat mengetahui tentang program SIPBM. Berikut addalah hasil
wawancara informan pertama yaitu selaku warga yang mengatakan :

“saya tidak terlalu mengerti tetapi saya diberi tahu sama orang yang datang
mendata kerumah, dia mengatakan kalau tujuan dia datang untuk mendata
agar pemerintah desa tau tentang latar bealakang keluarga saya. Dan untuk
memudahkan pengelolaan pendata” (Hasil wawancara 1AM, 29 Agustus
2018).
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Jawaban yang lain dilontarkan informan selanjutnya yaitu selaku warga yang
mengatakan :

“Apa itu saya baru dengar, tetapi saya dengar itu dari tetangga itu sebuah

program pemerintah yang bertujuan untuk mendata masyarakat agar dapat

mengetahui kondisi masyarakat”. (Hasil wawancara W, 30 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat diatas, ternyata masih ada
masyarakat yang tidak mengetahui sepenuhnya apa itu program SIPBM. Ini
merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah setempat.
Hasil ini sesuai dengan observasi langsung peneliti, dimana ketika pendliti
menanyakan tentang program SIPBM, masyarakat tidak mengerti dengan yang
peneliti katakan.

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang sosidisasi program SIPBM
kepada masyarakat. Adapun hasil wawancara informan pertama yaitu selaku
masyarakat yang mengatakan :

“Kalau kepala desa tidak pernah sosialisasi, tapi hanya orang yang pergi
mendata yang tadi saya katakana yang memberikan penjelasan, kalo proses
pendataan ini sangat penting katanya untuk kesejahteraan rakyat.”(Hasil
wawancara lAM, 29 Agustus 2018).

Hasil wawancara berikutnya yaitu selaku warga yang mengatakan :

“Ada yang biasa datang kerumah. Dia bertanya-tanya seperti pergi mendata.
Setiap rumah didatangi satu per satu.”(Hasil wawancara W, 30 Agustus
2018).

Dari hasil wawancara informan diatas dapat dikatakan bahwa para pendata
tidak memberikan penjelasan secara merata kepada masyarakat. Hal ini
dibuktikan dengan hasil observas langsung yang dilakukan oleh pendliti, dimana

ada beberapa warga tidak mengetahui tujuan mereka didata.
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Peneliti menanyakan manfaat yang diperoleh dengan program SIPBM kepada
masyarakat. Adapun hasil wawancara informan pertama yaitu selaku warga yang
mengatakan :

“Kalo keluarga saya pribadi mungkin manfaat yang didapatkan itu berupa

timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendataan dan

permasalahan disekitar pun dapat terselesaikan berupa permasalahan
pendidikan.”(Hasil wawancara IAM, 30 Agustus 2018 ).

Hasil wawancara berikutnya yaitu selaku warga yang mengatakan :

Manfaat yang seperti dengan adanya program SIPBM tersebut anak-anak

yang tadinya tidak bersekolah dapat kembali kesekolah,tapi hanya dari bidang

pendidikan.”(Hasil wawancara W, 30 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak
sepenuhnya mendapatkan manfaat dari program SIPBM, karena kurangnya
sosidisas yang didapatkan oleh masyarakat. Sehingga dari keseluruhan jawaban
masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa program sistem informasi
pembangunan berbasis masyarakat belum sepenuhnya disosialisasikan kepada
setigp masyarakat dan ataupun program yang dijalankan masih kurang atau masih
butuh pengimplementasian terhadap program SIPBM. Alasan dilakukannya
program  SIPBM  untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang
pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, selainitu juga untuk
mengetahui permasalahan pendidikan dan mencari cara untuk mengatasinya serta

mendapatkan data yang akurat dari masyarakat.
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C.Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Program Sistem
Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Di Desa Soreang
Kabupaten Takalar
Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan

program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat bagi pemangku

kepentingan sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan
apa yang dinginkan.

1. Faktor Pendukung
Pelaksanaan program system informasi pembangunan berbasis masyrakat Desa

Soreang Kabupaten Takalar terdapat dua factor pendukung yaitu  peran

pemerintah dan dukungan masyarakat.

a Peran Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini ialah faktor yang berperan penting, Adapun hasil
wawancara informan menyangkut faktor pendukung Pelaksanaan Program

Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Di Desa Soreang

Kabupaten Takalar yaitu selaku Kasub. Sosia Budaya BAPPEDA mengatakan :

“Pemerintah dalam hal ini kepala desa selalu memberikan motivasi dan selalu
ikut serta mengambil bagian dalam mensukseskan pelaksanaan program
SIPBM ”(Hasil wawancara A, 07 Agustus 2018 ).

Hasil wawancara berikutnya adalah selaku Perangkat Desa yang mengatakan:

“Pemerintah desa sering ikut serta dalam progrsm SIPBM untuk
mempermudah pelaksanaan tersebut. Peran serta pemerintah desa sering dan
kepala Dusun turut dilibatkan agar membantu proses kelancaran program tsb.
Pendata terlibat langsung turun ke masyarakat untuk melakukan proses
pendataan.” (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor pendukung
dalam program SIPBM adalah partisipasi pemerintah desa yang ikut serta dalam
program SIPBM. Tidak jauh berbeda dengan hasil jawaban informan berikutnya
yaitu selaku Kepala Desa yang mengatakan :

“Pemerintah sangat mensupport kegiatan ini sehingga itu yang membuat kami

merasa dihargai dan dapat memberikan motivasi yang positif Masyarakat juga

menyambut dengan bailk pendata yang ditugaskan untuk melakukan

pendataan, sehingga dapat mempermudah proses pendataan.” (Hasil

wawancara S, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara responden diatas dapat dikatakan
bahwa pemerintah sangat mensuport kegiatan ini  sehingga membuat

penyelenggara merasa termotivasi dan semangat. Selain peran pemerintah yang

begitu antusias, masyarakat juga memberikan respon positif terhadap program ini.

b. Dukungan Masyarakat

Program SIPBM bertujuan untuk mensgahterakan rakyat dengan cara
melakukan pembangunan dengan keikut sertaan masyarakat itu sendiri. Dukungan
dari masyarakat sendiri dinilai penting agar program ini sukses sesua dengan
harapan pemerintah. Adapun hasil wawancara berikutnya adalah selaku Staf.
Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“Menyangkut program SIPBM faktor SDM dan Masyarakat sangat berperan
penting untuk mensukseskan kegiatan ini. Tanpa adanya dukungan dari
masyarakat, maka program ini tidak dapat berjalan dengan baik”. (Hasil
wawancara SRS, 10 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawaancara diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat

sangat berperan penting dalam mensukseskan kegiatan ini sehingga tanpa adanya
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partisipasi masyarakat maka kegiatan ini tidak dapat berjalan sesuaai dengan
harapan pemerintah. Adapun hasil wawancara informan selanjutnya yaitu selaku
SEKDES yang menyatakan :

“Masyarakat menyambut baik kedatangan pendata sehingga proses pendataan
berjalan sesuai rencana dan terkendali. Karena dengan adanya proses
pendataan yang dilakukan, pemerintah dapat mengambil keputusan kebijakan
apa yang dibutuhkan masyarakat.” (Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018).

Adapun hasil wawancara informan selanjutnya yaitu selaku Ketua LPMT
yang menyatakan :

“Masyarakat menyambut baik program pemerintah ini dan mau diajak kerja

sama dalam memberikan data. Support pemerintah juga ikut memotifas

pendata dan staf yang berpengaruh semangat dalam menjalankan tugas —

tugas yang diberikan.” (Hasil wawancara HM, 20 Agustus 2018).

Hasil yang sama dikatakan oleh informan berikut yaitu selaku Kasubid
Pemerintahan yang mengatakan :

“Faktor pendukung yaitu masyarakat memberikan respon yang positif dengan
kegiatan ini. Kelkut sertaan dan support pemerintah juga mempengaruhi
pelaksanaan program SIPBM.” (Hasil wawancara H, 23 Agustus 2018).

Dari beberapa hasil wawancara informan diatas sehingga peneliti dapat
menaarik kesmpulan bahwa, program SIPBM ini tidak akan berhasil tanpa
adanya kerja sama antara warga dan pendata. Sehingga diharapkan masyarakat
tidak mempersulit proses pendataan. Hasil ini sesuai dengan hasil observas
langsung yang dilakukan oleh peneliti, dimana selama pemendliti mengikuiti
proses pendataan, masyarakat langsung menyambut kami dengan suntum dan
memberikan minum. Selama proses pendataan juga masyarakat setempat tidak

mempersulit proses pendataan.
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2. Faktor Penghambat

Faktor penghabat merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan terkendalanya
program system informasi pembangunan berbasis masyrakat bagi pemangku
kepentingan sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi terganggu dan tidak
terlaksana secara maksimal. Adapun faktor penghambat yaitu waktu masyarakat,
anggaran pemerintah, informasi tidak valid.

a Waktu

Permasal ahan waktu hal ini adalah tidak bisanya masyarakat yang ingin didata
tidak berada ditempat yang disebabkan karena bekerja. Ini yang dapat
menghambat proses pendataan. Adapun hasil wawancara yang dikatakan oleh
informan berikut yaitu selaku Perangkat Desa yang mengatakan :

“Ketika responden tidak ada dalam artian responden tersebut tidak ada
ditempat atau memiliki kepentingan lain diluar sehingga sulit untuk ditemui
(wawancara).” (Hasil wawancara HNS, 13 Agustus 2018).

Hasil wawancara yang hamper sama dengan informan berikut yaitu selaku
SEKDES yang mengatakan :

“Masalah waktu, dimana sebagin warga yang bekerja tidak dapat mengikuiti
program SIPBM karena harus bekerja pada jam yang sama dengan kegiatan.”
(Hasil wawancara N, 16 Agustus 2018).

Hasil wawancara informan berikut juga mengatakan hal serupa yaitu selaku
KetuaLPMT yang mengatakan :

“Yang menjadi penghambat mungkin adalah masalah waktu yang biasanya
sebagian masyarakat memiliki aktivitas tersendiri seperti bekerja.” (Hasil
wawancara HM, 20 Agustus 2018).
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Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas maka dapat
dismpulkan bahwa, salah satu yang dapat menghambat proses pendataan yaitu
susahnya mendata warga yang sibuk untuk bekerja, sehingga dapat memperlambat
proses pendataan. Hasil ini sesuai dengan observasi langsung yang dilakukan oleh
peneliti, dimana selama peneliti mengikuti proses pendataan terdapat beberapa
warga yang tidak berada dirumah atau sedang bekerja. Terdapat pula keluarga
dimana suami istri yang bekerja. Sulitnya menemukan waktu yang tepat untuk
mendata warga yang dimana pagi hingga petang sibuk bekerja. Sehingga pendata
harus berusaha menemukan waktu yang tepat agar tidak mengganggu baik itu
aktivitas maupun tidak mengganggu waktu istirahat warga untuk melakukan

pendataan.

b. Anggaran pemerintah

Anggaran pemerintah juga harus diperhatikan jangan sampai hanya karna
anggaran tidak mencukupi sehingga program SIPBM tidak bisa berjalan dengan
efektif. Hasil wawancara dikatakan oleh informan berikutnya yaitu selaku Staf.
Fungsional Perencanaan BAPPEDA yang mengatakan :

“Anggaran untuk pendataan SIPBM. Mengapa demikian karena untuk
melakukan proses ini membutuhkan banyak biaya. Maka dari itu anggaran
juga penting untuk diperhitungkan agar peserta yang masuk dalam program
SIPBM dapat berjadlan dengan baik” (Hasil wawancara SRS, 10 Agustus
2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu
faktor penghambat program SIPBM adalah mengenai anggaran untuk pendataan

SIPBM yang harus diperhitungkan baik-baik, sehingga proses pendataan dapat
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berjalan dengan baik. Hasil ini sesua dengan hasil observas langsung yang
dilakukan oleh pendliti, dimana selama proses pendataan setiap harinya
mengeluarkan biaya makan dan transportas dan masih banyak biaya yang
lainnya. Sehingga betul dikatakan bahwa anggaran pemerintah menyangkut
program SIPBM ini harus dikelola dengan baik jangan sampa anggaran tidak
seimbang dengan pengeluaran yang dilakukan.

c. Informasi tidak valid

Informasi tidak valid biasanya terjadi hal ini sangat perlu diperhatikan jangan
sampa hasil yang didapatkan tidak sesua dengan format yang telah ada atau
panduan data yang telah ada. Adapun hasil wawancara informan yang berikut
yaitu selaku Kasubid Pemerintahan yang mengatakan :

“Seperti apa yang telah saya jelaskan tadi bahwa terkadang ada sga

masyarakat yang memberikan data yang bukan sebenarnya terjadi dilapangan

sehingga dapat menghambat kegiatan SIPBM.” (Hasil wawancara H, 23
Agustus 2018).

Berdasarkan keterangan informan diatas dapat dijelaskan bahwa ternyata
terdapat responden atau warga yang memberikan data yang bukan sebenarnya.
Ha ini disebabkan oleh kepala keluarga yang hendak didata tidak berada
ditempat, sehingga pendata mewawancarai keluarga seperti anak, yang tidak
masuk dalam kreteria responden. Sehingga inilah yang menjadi penyebab data
yang diberikan keliru. Hasil yang berbeda dinyatakan oleh informan berikut yaitu
selaku Kepala Desa yang menyatakan :

“Hampir tidak ada penghambat yang berarti yang dapat mempengaruhi proses

kegiatan. Selamaitu masih bisa diatasi dengan baik, maka pengahambat dalam
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pelaksanaan program SIPBM hampir tidak ada.” (Hasil wawancara S, 27

Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat dijelaskan bahwa hampir
tidak terdapat masalah selama masalah tersebut bisa diatasi dengan segera. Dari
berbagai hasil wawancara informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

terkadang didapatkan informasi yang tidak valid.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang telah dipaparkan diatas maka
dapat disimpulkan bahwa ternyata terdapat responden atau warga yang

memberikan data yang bukan sebenarnya.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka

kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat
Desa Soreang Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik berupa:
(a) Sosidisas kegiatan SIPBM sudah berjalan dengan baik, hanya sgja perlu
ditingkatkan lagi, dimana masih ada beberapa masyarakat yang tidak
mengetahui informasi mengenai kegiatan SIPBM. (b) Training of trainer
(TOT) kegiatan SIPBM sudah berjalan dengan baik. bahwa peran TOT sangat
penting agar pendata dapat mengerti dengan baik tugas yang diberikan kepada
mereka. Tidak hanya itu TOT juga sangat membantu dalam mempercepat
pendataan. (c) Pelatihan pendata juga sudah berjalan dengan baik. dimana
pengrekrutan pendata dilakukan oleh permerintah setempat dengan perwakilan
setigp desa dan alasan dilaksanakannya pelatihan pendata yaitu untuk
mengetahui permasalahan pendidikan dan mencari cara untuk mengatasinya
serta mendapatkan data yang akurat dari masyarakat. Hal ini diharapkan setiap
perwakilan memahami situasi yang ada di desa mereka msing-masing
sehingga dapat mempermudah dalm proses pendataan. (d) Pendataan sudah
berjalan dengan baik dimana bahwa yang dilakukan pendata ketika turun

kelapangan adalah mendatangai rumah masyarakat satu persatu kemudian
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melakukan wawancara langsung kepada kepala keluarga. Materi yang
diberikan kepada pendata berupa jumlah penduduk, jumlah anak sekolah
berdasarkan usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun, anak yang belum
sekolah dan yang putus sekolah dan jumlah KK yang ada di daerah tersebut
(e) Pemrosesan data sudah berjalan dengan baik bahwa tahapan selanjutnya
ketika pendataan semua warga selesai yaitu dikumpulkan ke kantor desa dan
kemudian akan di periksa kembali oleh satf desa yang bertugas. Setelah data
sudah dianggap benar maka tahap selanjutnya yaitu mengimput data yang
sudah ada. (f) Rekonfirmasi data sudah berjalan dengan baik dimana proses
rekonfirmasi ulang data yang diperoleh sangatlah penting. Hal ini dikarenakan
terdapat beberapa masyarakat yang memberikan informasi yang tidak sesuai
dengan |apangan.

2. Faktor yang menjadi pendukung program sistem informasi pembangunan
berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takaar terdiri dari beberapa
factor yaitu :

(@ Peran Pemerintah, yang selalu mendukung dan memberikan support. (b)
Dukungan Masyarakat, program SIPBM ini tidak akan berhasil tanpa adanya
kerja sama antara masyarakat dan pendata. Sehingga diharapkan masyarakat
tidak mempersulit proses pendataan. dimana masyarakat |angsung menyambut
kami dengan baik dan memberikan minum. Selama proses pendataan juga

masyarakat setempat tidak mempersulit proses pendataan.
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3. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat program sistem informas
pembangunan berbasis masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar terdiri
dari
(a)Faktor waktu masyarakat yang bekerja disaat kegiatan SIPBM, susahnya
mendata warga yang sibuk untuk bekerja, sehingga dapat memperlambat
proses pendataan. dimana selama peneliti mengikuti proses pendataan
terdapat beberapa warga yang tidak berada dirumah atau sedang bekerja. (b)
Anggaran pemerintah, mengenai anggaran untuk pendataan SIPBM yang
harus diperhitungkan baik-baik, sehingga proses pendataan dapat berjalan
dengan baik. dimana selama proses pendataan setiap harinya mengeluarkan
biaya makan dan transportas dan masih banyak biaya yang lainnya. (C)
Informasi yang tidak valid, Terdapat warga yang memberikan informasi yang
tidak sesua dengan yang terjadi dilapangan. terdapat responden atau
masyarakat yang memberikan data yang bukan sebenarnya. Ha ini
disebabkan oleh kepala keluarga yang hendak didat tidak berada ditempat,
sehingga pendata mewawancarai keluarga seperti anak, yang tidak masuk
dalam kriteria responden. Sehingga inilah yang menjadi penyebab data yang
diberikan keliru.

B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu :

1. Proses Sosiadisas harus ditingkatkan lagi, melihat masyarakat mempunyai
tingkat pemahaman yang berbeda-beda sehingga tidak cukup dengan hanya

satu kali melakukan sosialisasi tetapi berkali-kali.
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Setelah melakukan pelatihan pendata, tidak semerta-merta berhenti, tetapi
pihak yang bertugas wajib mengontol proses pendataan agar tidak ada saling
miskomunikasi antara pendata dan masyarakat.

Secara keseluruhan kegiatan pelatihan harus lebih ditingkatkan lagi melihat
sistem informasi sudah berjalan cukup cepat. Pemerintah harus memanfaat

kan teknologi agar sosialisas dapat menjangkau semua kalangan masyarakat.
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Tabel 4.1

Jadwal Pelatihan Pendata |PBM - Alternatif | (Hari 1)

Waktu Kegiatan Penanggungjawab K eterangan
08.00 — Pembukaan Panitia
08.30
08.30 — Penjelasan Tim Fasilitator Pleno
09.00 Konsep dasar
SIPBM
09.00 — Break pagi Panitia
09.15
09.15 - Penjelasan IK Tim Fasilitator Diikuti oleh tim
12.00 entry
12.00 - ISHOMA Selesai  Ishoma,
13.00 tim entry
berpindah ke
ruangan lain
untuk  pelatihan
software
13.00 - Simulasi sesi 1 Tim Fasilitator Simulasi role-
14.00 playing
14.00 - Simulasi sesi 2 Tim Fasilitator Simulasi
15.00 berpasangan
15.00 - Persiapan try out Panitia
15.15
15.15 - Break sore Panitia
15.30
15.30 - Pelaksanaan Try Tim SIPBM
16.30 out
16.30 - Evaluasi/editing Tim Fasilitator
17.30 hasil  try out
(evaluasi  Proses
hari 1)
19.30 - Entry data hasil Tim Entry
selesal try out

Sumber : Draf Modul SIPBM 2015




Tabel 4.2

Jadwal Pelatihan Pendata |PBM - Alternatif | (Hari I1)

Waktu Kegiatan Penanggungjawab Keterangan
08.00 - Penyampaian Tim SIPBM
08.30 Hasil
evaluasi/editi
ng
08.30 - Diskusi/Tany
09.00 ajawab
09.00 - Break pagi
09.15
09.15 - Teknik Tim Fasilitator
10.30 Wawancara
10.30 - Penjelasan Tim Fasilitator
11.00 Teknis
Pelaksanaan
Pendataan
11.00 - Penyusunan Tim SIPBM - Jadwal
12.00 Rencana Pendataan
Tindak Lanjut - Penetapan
(RTL) sesi 1 Peta/blok
12.00 - Ishoma
13.00
13.00 - Penyusunan Tim SIPBM - Penyusunan
15.15 Rencana Tim
Tindak Lanjut Pendamping
(RTL) sesi 2 Desa Jadwal
Pendampinga
n
- Pembagian
logistik
pendataan
15.15 - Break sore Panitia
15.30
15.30 - Penyusunan
16.30 Rencana

Tindak Lanjut
(RTL) sesi 2

Sumber :Draf Modul SIPBM 2015
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